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Determination Of Slum Improvement Priority
In Kuala Kapuas

ABSTRACT

The result of the previous identification indicated that the condition of
the research location in Kuala Kapuas is categorized as slum. This categorization
is on account of the characteristics of the location, such as the dense population,
the disorganized settlements due to the jostling lifestyle, low life quality and
minimum public order owing to the minimum earnings. In addition, the people are
living at a swampy area which can lead to malady dissemination, especially when
they have low awareness about cleanliness.

The implementation of slum improvement program in some cities in
Indonesia has contained some issues is how to choose which slum is to be
improved. The problem occurs as the condition and characteristics of slum in each
city are different definition and handling towards each slum. One solution to
handle the issue is by determining slum improvement priority in order to meet the
requirements, especially the ones of the residents.

In Kuala Kapuas, slum improvement program cannot be realized yet
because of financial insufficiency. From the situation, I would like to discover and
determine the priority of which slum that will be improved. This priority
determination is based on the criteria made by experts handling slum problems
and is adjusted to the slum characteristics in Kuala Kapuas. The determination is
started by determining to which criteria Kuala Kapuas slum characteristics
belong; then, continued by choosing which slum will be improved.

Using Simple Qualifying and Process Hierarchy Analysis and basing the
determination on factors that may influence the determination process lead the
research to the quality of each village which results to the slum priority
determination and slum improvement.

This research results to the order of slums that will be improved based
on the priority, which hopefully can be a suggestion for the Kuala Kapuas slum
improvement program implementation.

Key words : Slum, Improvement, Priority determination



ABSTRAKSI
PENENTUAN PRIORITAS PERBAIKAN PEMUKIMAN KUMUH
DI PERKOTAAN KUALA KAPUAS

Pada perkotaan Kuala Kapuas, berdasarkan hasil identifikasi yang
dilakukan menunjukan bahwa kondisi lokasi studi tergolong sebagai pemukiman
kumuh. Hal ini disebabkan karena kondisi pemukiman tersebut memiliki ciri-ciri
yang tampak seperti pemukiman yang padat, masyarakatnya hidup berdesakan
dan berdempetan, sechingga terlihat semerawut, kemudian karena keterbatasan
penghasilan, kemampuan mereka untuk meningkatkan mutu dan ketertiban
lingkungan pun menjadi sangat kurang. Selain itu mereka bermukim di atas
daerah rawa yang rentan terhadap munculnya berbagai penyakit akibat kurangnya
kesadaran masyarakat akan kebersihan

Program perbaikan pemukiman kumuh yang telah dilaksanakan
diberbagai kota di Indonesia selama ini, dalam pelaksanaanya masih banyak
ditemukan masalah didalamnya. Masalah tersebut antara lain bagaimana memilih
pemukiman kumuh yang akan diperbaiki. Hal ini mengingat bahwa kondisi dan
karakteristik pemukiman kumuh disetiap kota berbeda. Perbedaan ini
menyebabkan perbedaan pada pendefinisian pemukiman kumuh dan
penanganannya. Dari uraian diatas, maka salah satu cara untuk menangani
masalah pemukiman kumuh dengan program perbaikan kampung adalah dengan
menentukan prioritas perbaikan pemukiman kumuh agar pemukiman kumuh yang
terpilih untuk diprioritaskan sesuai dengan yang diharapkan terutama oleh
masyarakat pemukiman yang mendiami kawasan kumuh tersebut.

Di perkotaan Kuala Kapuas program perbaikan pemukiman kumuh baru
akan mulai dilaksanakan namun belum direalisasikan karena masih terbatasnya
dana. Bertitik tolak dari keadaan diatas maka penulis ingin mencari dan
menentukan prioritas pemukiman kumuh yang akan diperbaiki kondisi
lingkungannya. Penentuan prioritas ini berdasarkan kriteria-kriteria dari beberapa
ahli atau departemen yang menangani masalah pemukiman yang disesuaikan
dengan karakteristik pemukiman kumuh perkotaan kuala kapuas. Proses
penentuan prioritas diawali dengan penentuan kriteria pemukiman kumuh yang
sesuai dengan karakteristik kota Kuala Kapuas yang dilanjutkan dengan proses
pemilihan pemukiman kumuh yang akan diperbaiki.

Dengan menggunakan metode Pembobotan Sederhana dan Analisis
Hirarki Proses (AHP) serta berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
penentuan pemukiman kumuh perkotan Kuala Kapuas, akan diperoleh suatu bobot
untuk tiap-tiap alternatif kampung yang diperbaiki sehingga dapat menentukan
pemukiman kumuh mana saja yang akan diberikan prioritas pertama, kedua,
ketiga dan keempat untuk ditingkatkan kualitas lingkungan pemukimannya.

Hasil akhir studi ini adalah urutan pemukiman kumuh yang akan
diperbaiki sesuai dengan prioritasnya yang diharapkan dapat menjadi usulan
dalam rangka pelaksanaan program perbaikan pemukiman kumuh di perkotaan
Kuala Kapuas.

Kata Kunci :Pemukiman Kumuh, Perbaikan, Penentuan Prioritas
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pemukiman memiliki peran yang cukup penting terutama di
daerah perkotaan. Semakin cepatnya tingkat perkembangan suatu kota, maka akan
semakin cepat pula tingkat pertumbuhan penduduk karena arus manusia yang
mengalir ke kota cukup besar. Hal ini menyebabkan kebanyakan kota-kota tidak
mampu memenuhi kebutuhan pertumbuhan kota dengan penyediaan tanah dan
rumah yang diperlukan guna menampung kaum pendatang baru ke kota tersebut.'

Berdasarkan analisa statistik pertumbuban penduduk dan rumah tangga,
maka diperkirakan laju kebutuhan perumahan di Indonesia setiap tahunnya rata-
rata adalah sebesar 800.000 unit rumah baru per tahun. Jumlah tersebut belum
termasuk kebutuhan rumah akibat kekurangan atau defisit rumah (backlog) yang
belum terpenuhi hingga akhir tahun 2003 yang masih mencapai 5.93 juta unit
(9.43% dari jumlah rumah yang ada) dan rata-rata setiap tahun terdapat 1,5 juta
unit yang perlu difasilitasi sampai dengan tahun 2020.

Kondisi ini diperburuk dengan meningkatnya permukiman kumuh dengan
luas keseluruhan 47.393 hektar yang dihuni oleh tidak kurang dari 17.2 juta jiwa.
Permukiman kumuh di perkotaan pada umumnya terjadi karena masih rendahnya
kemampuan sebagian besar masyarakat dimana sekitar 70% masyarakat indonesia
merupakan kelompok masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp 1,5
juta/bulan® serta masih rendahnya fasilitas pemerintah untuk pembangunan
perumahan swadaya yang terjangkau dan layak huni dan akhirnya menyebabkan
menurunnya Kualitas sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang pada

! Djoko Kirmanto .Ir, Dipl, HE, Direktur Jenderal Perumahan dan Pemukiman, Semiloka
Rencana Pencananangan Gerakan Nasional Penataan Lingkungan Pemukiman Kumuh,
Palembang 20 — 21 Agustus 2001 : Kebijakan dan Strategi Nasional Penataan Lingkungan
Kumuh

2 Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman http://dirjen.id.or.id/, Bandung 3 september
2004



gilirannya memberikan kontribusi terjadinya lingkungan permukiman kumuh dan

liar.

Permukiamn kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir
semua kota-kota besar di Indonesia bahkan kota-kota besar di negara berkembang
lainnya. Telaah tentang pemukiman kumuh (slum), pada umumnya mencakup tiga
segi yaitu® :

1. Pertama kondisi fisiknya, antara lain tampak dari kondisi bangunannya yang
sangat rapat dengan kualitas konstruksi bangunan rendah, jaringan jalan tidak
berpola dan tidak diperkeras, sanitasi umum dan drainase tidak berfungsi serta
sampah tidak dikelola dengan baik

7 kedua kondisi sosial ekonomi budaya komunitas yang bermukim di
pemukiman tersebut antara lain mencakup tingkat pendapatan rendah, norma
sosial yang longgar, budaya kemiskinan yang mewarnai kehidupannya yang
antara lain tampak dari sikap dan perilaku apatis. Kondisi tersebut sering juga
mengakibatkan kondisi kesehatan yang buruk, sumber pencemaran dan
penyebaran penyakit dan perilaku menyimpang yang berdampak pada
kehidupan kota seluruhnya. Oleh karena itu pemukiman kumuh merupakan
penyakit kota yang harus diatasi

3. ketiga dampak oleh kondisi tersebut

Perkotaan Kuala Kapuas merupakan salah satu Kota di Kalimantan
Tengah yang mempunyai fungsi sebagai simpul jasa kegiatan pemerintah yang
terdiri dari 2 Kecamatan dan 12 Desa/Kelurahan dengan luas administatif kota
adalah 155,66 Km?, Kegiatan utama penduduknya bukan hanya pada sektor
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi. Oleh karena itu perkotaan Kuala Kapuas termasuk dalam
kategori perkotaan yang cukup pesat mengalami perkembangan kotanya.

Terkait dengan masalah diatas seperti juga kota-kota lainnya, Perkotaan
Kuala Kapuas juga tidak luput dari meluasnya gejala pemukiman kumuh sebagai
akibat dari perkembangan penduduk yang setiap tahun dirasakan semakin

3 strategi national penanggulangan kemiskinan http_www.bappenas.go.id



meningkat dan menyebabkan timbulnya berbagai masalah di perkotaan. Menurut
Kabupaten Kapuas dalam angka tahun 2007, Perkotaan Kuala Kapuas mempunyai
jumlah penduduk sebesar 64.894 jiwa, sedangkan pada tahun 2002 jumlah
penduduk 42.767 jiwa dengan rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk antara
tahun 2002 — 2007 sebesar 1.07 % pertahun dan kepadatan penduduk sebesar 417
jiwa/kmz. dari kepadatan penduduk tersebut tampaknya perkotaan Kuala Kapuas
merupakan kota yang padat. Namun bila dilihat dari per kelurahan atau bahkan
per RW, tampak adanya perbedaan yang mencolok terutama kelurahan yang ada
di sekitar pusat kota.

Perbedaan kepadatan yang mencolok antara kelurahan yang terdapat
dipusat kota dan daerah sekitar perkotaan Kuala Kapuas ini erat kaitannya dengan
bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat sehingga berpengaruh pada
penggunaan lahan di daerah Pusat. kota melihat kondisi dan kecenderungan
perkembangan kota Kuala Kapuas yang mengelompok di daerah pusat kota atau
pusat-pusat kegiatan, menunjukan bahwa perkembangan dan pertumbuhan kota
terus meningkat akan kebutuhan ruangnya, terutama pada daerah pusat kota
(perdagangan dan jasa), tetapi karena terbatasnya lahan-lahan di pusat kota maka
perkembangan kota tersebut tekonsentrasi pada pusat kota.

Perkembangan penduduk yang mengelompok ini tidak terlepas dari
budaya masyarakat yang hidup mengelompok tinggal dekat dengan sungai yaitu
pusat-pusat kegiatan di daerah pusat kota. Tentu saja kecenderungan ini sangat
besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat yang tinggal di daerah pusat
kota dan dampak-dampak yang timbul akibat perkembangan tersebut akan
membawa dampak positif maupun negatif, dan yang paling menonjol adalah
dampak negatif yang berpengaruh terhadap lingkungan, kepadatan bangunan serta
terpusatnya suatu kegiatan yang dapat menimbulkan kesenjangan sosial yang
tinggi.

Dampak negatif tersebut tidak terlepas dari kondisi fisik perkotaan Kuala
Kapuas. Menurut profil Perkotaan Kuala Kapuas Tahun 2006, 70 % wilayahnya
merupakan lahan rawa pasang surut dan non rawa kurang lebih 30 %. Pada

umumnya daerah yang mempunyai lahan rawa pasang surut, sepanjang musim



hampir tidak pernah kering, mempunyai ketebalan gambut yang bervariasi, tanah
dan airnya berkadar asam yang tinggi, serta memiliki daerah topografi yang relatif
datar atau cekung.. Berdasarkan hasil survey dan informasi dari BPN pada lokasi
studi tergolong rawa kategori III yaitu merupakan suatu daerah yang tidak pernah
terluapi oleh air pasang tertinggi dari variasi elevasi pasang surut air sungai.
Namun air pasang masih tetap mempngaruhi elevasi muka air tanah sehingga
kedalaman muka air tanah tidak lebih kurang 0,50 m di bawah permukaan tanah
jadi tinggi muka tanah rata-rata tidak lebih dari 50 cm di atas elevasi muka air
tertinggi. Namun karena adanya berbagai bentuk topografi di lokasi studi tidak
semua elevasi air 0,50 m di permukaan tanah, ada sebagian lokasi yang terluapi
pada saat pasang terjadi dan tidak semua air yang melimpah akan kembali lagi ke
sungai pada saat air surut. Air yang terperangkap inilah yang menimbulkan
masalah terutama pada saat musim hujan lokasi studi sangat rentan terhadap
wabah penyakit karena seluruh lokasi studi tergenang air namun pertukaran air
tidak lancar karena terhalang endapan sampah. Menurut informasi dari kelurahan,
RW dan RT serta berdasarkan data dinas kesehatan Kuala Kapuas pada tahun
2007 + 19.368 jiwa (30%) penduduk perkotaan Kuala Kapuas terserang penyakit
ISPA, diare, demam berdarah, types, penyakit kulit dan malaria merupakan
penyakit yang mewabah sepanjang tahun, jumlah ini mengalami peningkatan jika
pada tahun 2002 hanya + 8553 jiwa (10 %) penduduk yang terserang wabah
penyakit.

Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan
sebagai akibat. Ditempatkan dimanapun juga, kata kumuh tetap menjurus pada
sesuatu hal yang bersifat negatif (Clinard: 1968 Wiebes) pemahaman kumuh
dapat ditinjau dari : Sebab kumuh Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan
lingkungan hidup dilihat dari: segi fisik yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh
unsur-unsur alam seperti air dan udara sedangkan segi masyarakat/sosial, yaitu
gangguan yang ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas,
sampah. Akibat kumuh Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala
antara lain: kondisi perumahan yang buruk, penduduk yang terlalu padat, fasilitas
lingkungan yang tidak memadai, tingkah laku menyimpang, budaya kumuh, apati



dan isolasi.* Melihat kondisi yang ada kekumuhan yang terjadi di perkotaan Kuala
Kapuas disebabkan karena kemunduran lingkungan hidup, jika dilihat dari segi
fisik diakibatkan oleh tidak terkelolanya sistem pembuangan sampah sehingga
menghambat sirkulasi pertukaran air. Bau air yang menggenang di daerah rawa
menyebabkan polusi udara di sekitar hunian dan mewabahnya berbagai macam
penyakit.

Selain permasalahan lingkungan Kepadatan bangunan yang tinggi pada
daerah perkotaan mengakibatkan rawan terhadap bahaya kebakaran karena pada
umumnya masyarakat di Perkotaan Kuala Kapuas memanfaatkan daerah rawa-
rawa sebagai daerah pemukiman dengan menggunakan konstruksi bangunan kayu
dalam bentuk “Rumah Panggung” karena pembuatan rumah panggung ini lebih
sederhana dan efisien dibandingkan dengan pembuatan rumah dari batu bata
(rumah beton), serta dapat dijangkau oleh golongan menengah kebawah.
Disamping itu memanfaatkan potensi-potensi hasil hutan (kayu) yang ada pada
lokasi daerah studi.

Hal inilah yang akhimya memberikan kontribusi munculnya pemukiman
kumuh dipusat kota Kuala Kapuas sehingga diperlukan perbaikan kualitas
pemukiman. Perbaikan kualitas lingkungan ini tidak terlepas dari peran
pemerintah sebagai pengawas dan pelaksana terealisasinya pembangunan di
perkotaan harus terus berusaha memperhatikan kebutuhan untuk peningkatan
kualitas lingkungan permukiman kumuh dengan permukiman yang layak huni
yang terdapat di wilayah perkotaan Kuala Kapuas akibat perkembangan kota dan
kondisi fisik lingkungan kota yang menurun kualitasnya, guna upaya perbaikan
lingkungan pemukiman kumuh ini diperlukan suatu konsep yang mencakup
semua aspek dalam upaya perbaikan pemukiman kumuh yaitu aspek fisik, aspek
sosial dan aspek ekonomi dengan pendekatan Tribina (Konsep Tribina) yang

terdiri dari bina sosial/manusia, bina ekonomi dan bina fisik/lingkungan.
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1.2. Perumusan Masalah.

Masyarakat lokasi studi memanfaatkan daerah rawa pasang surut yang
tidak diurug sebagai lahan pemukiman dan selalu digenangi air sepanjang tahun,
baik itu air luapan akibat pasang surut sungai maupun genangan air hujan,
sehingga menimbulkan berbagai macam masalah diantaranya karena ;

a) Tidak terkelolanya sistem pembuangan limbah cair dan padat. Limbah cair
buangan rumah tangga langsung di buang ke bawah kolong rumah dan
demikian halnya dengan limbah padat sebagian besar masyarakat masih
membuang limbah padat (berupa sampah rumah tangga) di sekitar hunian.
sehingga menyebabkan terjadinya penumpukan sampah di lokasi studi maka
menyebabkan terhambatnya pertukaran air

b) Rawan terhadap timbulnya penyakit diare, infeksi saluran pernafasan (ISPA),
penyakit typus, penyakit kulit dan malaria serta menimbulkan polusi akibat
bau dari rawa.

¢) Kualitas konstruksi bangunan yang rendah, dimana sebagian besar rumah
warga terbuat dari bahan kayu.

d) Semakin dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau pusat kegiatan kota
maka semakin padat, hampir sebagian besar bangunan rumahnya
berdempetan sehingga rawan terhadap bahaya kebakaran karena semua
bangunan di lokasi studi terbuat dari bahan kayu,

¢) Prasarana yang tidak memadai seperti jalan lingkungan yang relatif sempit
(lebar jalan 1 — 1,5 m) didominasi oleh jalan jembatan kayu, kurangnya
fasilitas MCK sehingga sebagian besar rr;asyarakat masih menggunakan
sungai sebagai tempat pembuangan akhir.

Kondisi inilah yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya penurunan
kualitas lingkungan dan menyebabkan terjadinya kekumuhan di lokasi studi
sehingga diperlukan perbaikan.

Berdasarkan kondisi yang ada di lokasi studi maka kasus ini dapat dijadikan
sebagai contoh bagi pengembangan wilayah pada bagian kota yang dilakukan
dengan perbaikan lingkungan pemukiman dengan konsep tanpa adanya

penggusuran, karena pada umumnya dengan adanya perkembangan kota maka



tidak lain maka akan dilakukan suatu relokasi penduduk (penggusuran).
Perkembangan dan peluang yang timbul harus dapat dinikmati oleh penghuni
sebagai bagian dari upaya peningkatan perbaikan kondisi lingkungan.
Dengan menyimpulkan dari uraian diatas maka perumusan masalahnya
adalah :
» Kriteria apa saja dari permukiman kumuh yang bisa dijadikan sebagai standar
lokal bagi prioritas perbaikannya di wilayah studi
= Penentuan prioritas agar semua pemukiman kumuh di perkotaan kuala kapuas
tanpa terkecuali, perlu mendapatkan upaya-upaya untuk memperbaiki dan
peningkatan kualitas pemukiman kumuh itu sendiri.

1.3  Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hal yang saling berkaitan antara satu
dengan lainnya. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai atau diraih,
sedangkan sasaran merupakan upaya yang dapat/akan dilakukan untuk sampai di

tujuan. Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1.3.1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu pemerintah
dalam memilih lokasi permukiman kumuh dan menentukan prioritas perbaikan
permukiman kumuh agar permukiman kumuh yang diprioritaskan sesuai dengan
yang diharapkan terutama oleh masyarakat yang menempati kawasan kumuh

tersebut

1.3.2. Sasaran
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai antara lain:
e Menetapkan kriteria permukiman kumuh berdasarkan literatur dari Budi
D.Sinulingga, A.Ramlan Surbakti dan Parsudi Suparlan.

e Penentuan prioritas dan penanganan permukiman kumuh di wilayah studi.



1.4. Ruang Lingkup Studi
Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah meliputi lingkup lokasi
dan lingkup materi. Untuk jelasnya akan diuraikan satu persatu berikut ini :

1.4.1. Lingkup Lokasi

Rada pengelitian tentang penentyan prioritas perbaikan permukiman kumuh
yang merupakan salah satu permasalahan dari sebuh kota maka lingkup- lokasi
penelitian permukiman kumuh mencakup seluruh Perkotaan Kuala Kapuas.
Perkotaan Kuala Kapuas terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Selat dan
Kecamatan Kapuas Hilir dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 sebesar
64.894 jiwa. Adapun batas administrasi Perkotaan Kuala Kapuas:

e Sebelah Utara : Kecamatan Kapuas Murung
o Sebelah S¢latan : Kecamatan Selat (Terusan Karya)
e Sebelah Timur : Kecamatan Kapuas Timur

e Sebelah Barat : Kabupaten Basarang, Mandomai

1.4.2. Lingkup Materi

Dalam lingkup materi yang dibahas antara lain adalah tentang cara
penetapan kriteria kekumuhan perkotaan kuala kapuas mengingat belum adanya
studi tentang kriteria pemukiman kumuh yang sesuai untuk perkotaan kuala
kapuas, pemilihan lokasi yang disesuaikan dengan kriteria terpilih dan prioritas
mengingat keterbatasan dana yang tersedia sehingga tidak mungkin dengan dana
yang terbatas dapat melakukan perbaikan untuk semua pemukiman kumuh dalam
waktu bersamaan oleh karena itu diperlukan adanya prioritas. Pembahasan dalam
laporan penelitian ini hanya dibatasi dengan materi:

1. Penentuan kriteria pemukiman kumuh dengan menggunakan amatan
berdasarkan referensi dari Ir Budi D Sinulingga, referensi dari A Ramlan
Surbakti dan Prof DR. Parsudi Suparlan dan berdasarkan eksisting yaitu dari
hasil observasi dengan melihat karakteristik perkotaan Kuala Kapuas dan
karakteristik masyarakatnya sehingga didapat kriteria pemukiman kumuh yang
sesuai dengan karakteristik perkotaan Kuala Kapuas
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2. Melakukan seleksi pemukiman kumuh dengan mengidentifikasi permukiman
kumuh berdasarkan kriteria pemukiman kumuh terpilih yang sesuai dengan
karakteristik perkotaan kuala kapuas sehingga nantinya akan diketahui mana
yang termasuk dalam kriteria pemukiman kumuh. Sesuai dengan kriteria
pemukiman kumuh di perkotaan Kuala Kapuas variabel yang digunakan yaitu:
a. Aspek fisik

Meliputi: kondisi perkerasan jalan, kondisi jaringan drainase, MCK,
pelayanan air bersih, pelayanan listrik, pembuangan sampah, kerapatan
dan kepadatan bangunan, kondisi fisik bangunan, tahun perkembangan
kawasan dan jarak lokasi pemukiman dengan pusat kegiatan
ekonomi/pusat kegiatan kota

b. Aspek Sosial
Meliputi: jumlah penduduk dalam satu wilayah (jiwa/ha), tingkat
pendidikan penduduk dan Mata pencaharian

c. Aspek ekonomi meliputi tingkat pendapatan masyarakat

3. Menentukan prioritas lokasi penanganan dengan cara : menilai masing-masing
indikator dari variabel fisik, variabel sosial dan variabel ekonomi dengan
menggunakan analisa penilaian dan pembobotan sederhana pada masing-
masing indikator sehingga diketahui indikator mana yang mempunyai
pengaruh terhadap tingkat kekumuhan di lokasi studi dan akan didapat lokasi
mana yang akan diprioritaskan untuk diupayakan penanganannya terlebih
dahulu. Adapun proses penilaian yang dilakukan :

a. Jawaban dari responden dinilai dengan memberikan nilai tertinggi 100 dan
dibobotkan. Pemberian bobot berdasarkan dari asumsi yang disesuaikan
dengan karakteristik lokasi studi.

b. Setelah dilakukan analisa penilaian dan pembobotan kemudian diolah lagi
dengan menggunakan analisa Sturgess dan Class Interval untuk menilai
tingkat kekumuhan tiap-tiap variabel.

c. Analisis penentuan hirarki prioritas perbaikan pemukiman kumuh, dengan
menggunakan metode AHP (Analisis Hirarki Proses) untuk mengetahui
lokasi prioritas perbaikan pemukiman kumuh.
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1.5. Tinjauan pustaka
Tinjauan pustaka berisikan pustaka-pustaka atau kajian literatur yang
dapat menunjang dan menjadi tolak ukur dalam penelitian dan memperkaya
cakrawala pengetahuan, dimana permukiman kumuh sebagai objek kajiannya.
Adapun variabel dan tolak ukur yang digunakan dalam tinjauan pustaka
yang kemudian akan mendasari penelitian ini adalah: Observasi, Responden,
Questioner, Variabel untuk wawancara dan survei ke instansi serta variabel dan
tolak ukur yang digunakan dalam penentuan analisa.
1.5.1. Kajian Pemukiman kumuh
Kajian Pemukiman kumuh dimaksudkan untuk mengetahui lebih lanjut teori
mengenai definisi dan ciri-ciri kampung, rumah liar dan rumah kumubh, kriteria
pemukiman kumuh. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada uraian berikut ini

1.5.1.1. Definisi dan Ciri-Ciri Kampung, Rumah Liar dan Rumah Kumuh
Rumah terdiri dari berbagai macam tipe dan ukuran. Definisi rumah-

rumah. Dibawah ini adalah rumah yang banyak sekali ditemukan di Indonesia,

diantaranya:

A. Rumah Kampung

Rumah kampung adalah rumah-rumah yang dibangun diatas tanah yang
telah dimiliki, disewa atau di pinjam dari pemiliknya. Dengan demikian,
pembangunan rumah kampung dilakukan dengan seizin oleh si empunya tanah.
Tetapi tak jarang pula terdapat rumah dikampung ada yang tidak memiliki izin
mendirikan bangunan dari Pemerintah.

Kampung merupakan suatu lingkungan yang sudah mapan, yang terdiri
dari golongan berpenghasilan rendah dan menengah, yang pada umumnya tidak
memiliki prasarana, utilitasdan fasilitas sosial yang cukup, baik jumlahnya
maupun kualitasnya. Kampung-kampung tua sudah mulai berkembang sejak
jaman penjajahan Belanda. Terdapat di dekat pusat-pusat kegiatan dalam kota
dengan kepadatan yang tinggi, kadang-kadang dapat mencapai kepadatan lebih
dari 1.000 orang per-hektar.

Kampung akan tumbuh dengan perlahan-lahan secara bertahap. Ada
kampung yang berasal dari pemukiman pedesaan yang semula berada dipinggiran
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kota yang secara berangsur-angsur terpengaruh oleh perkembangan pusat kota dan
perluasan kota, sehingga pada akhirnya berubah menjadi kampung kota.

Ada pula kampung yang terjadi karena lahan pertanian dipingggiran kota
secara berangsur-angsur berubah menjadi perumahan perkotaan. Selanjutnya,
pertambahan penduduk kota, baik akibat pertambahan secara alami maupun
karena adanya pendatang baru dari pedesaan, berangsur-angsur menjadi kampung-
kampung. Lama-kelamaan kampung-kampung tersebut berubah  menjadi
kampung kota yang didominasi oleh penduduk berpenghasilan rendah dan
menengah, serta merupakan campuran antara tempat tinggal dan tempat kerja
B. Rumah Liar

Rumah liar adalah rumah yang dibangun secara ilegal tanpa setahu dan
seizin pemilik tanahnya. Pengertian liar disini tidak dikaitkan dengan ada tidaknya
izin mendirikan bangunan dari Pemerintah, sedangkan rumah kampung ada yang
memiliki izin mendirikan bangunan tetapi ada pula yang tidak. Perumahan liar
tumbuh agak jauh dari jalan kendaraan di pinggir-pinggir sungai dan bantaran
sungai, di sepanjang rel kereta api, di sekitar pasar dan stasiun kereta api. Daerah-
daerah tersebut pada umumnya adalah berupa tanah yang belum dipergunakan,
ditinggalkan atau yang tidak diawasi oleh pemegang haknya.

Penghuninya merupakan pendatang dari pedesaan dan kota-kota lainnya,
berpenghasilan rendah bahkan sangat rendah. Mereka tinggal di gubuk-gubuk
dengan bahan-bahan yang tidak tahan lama dan bahan-bahan bekas, tetapi kadang-
kadang terdapat pula bangunan permanen yang cukup baik.Banyak diantara
penduduk yang tinggal hanya untuk sementara bersama kerabat atau kenalannya,
pada musim tanam atau musim panen mereka kembali ke tempat asal dengan
membawa hasil usahanya ke kota mereka. Mereka hidup sebagai pemulung
barang-barang bekas, pedagang keliling, pengendara becak, buruh bangunan atau
sejenisnya. Dalam perumahan liar yang masih asli pada umumnya tidak terdapat
jalan kendaraan maupun jalan setapak yang diperkeras, tidak ada pelayanan air
bersih, drainase, dan pembuangan air kotor. '
Kebanyakan dari mereka menggunakan air kali yang kotor untuk mandi, mencuci
dan juga membuang kotoran. Banyak pula yang membuang kotoran di parit-parit,



13

yang di musim hujan dapat terjadi banjir sehingga menyebabkan kotoran kemana-
mana. Sampahpun sering di buang ke dalam sungai atau kanal terdekat, yang
menyebabkan pendangkalan dan banjir di kanan-kirinya

Perumahan liar tumbuh dekat dengan pusat-pusat kegiatan dimana para
penghuninya mencari nafkah tumbuhnya pun sangat cepat.dengan waktu singkat
perumahan liar menempati jalan kosong yang tidak dijaga, kadang meliputi suatu
area yang luas di dalam kota. Sudah banyak pemukiman liar, terutama yang
tumbuh di bantaran sungai dan dipinggir rel kereta api yang sudah dibongkar,
namun di tempat lain muncul perumahan liar baru sedangkan pemadatan
perumahan liar lainnya berjalan terus.
C. Rumah Kumuh

Rumah kumuh adalah rumah yang memiliki kondisi lingkungan dan
bangunan yang buruk, hampir sama dengan rumah liar. Perumahan kumuh berupa
kampung dan perumahan liar yang ditempati oleh masyarakat berpenghasilan
rendah bahkan sangat rendah dengan kepadatan penduduk dan kerapatan
bangunan yang tinggi, dengan kondisi rumah dan lingkungan yang tidak memiliki
persyaratan kesehatan maupun teknik dengan pola yang tidak sangat teratur
karena tidak direncanakan lebih dahulu.

Ciri-ciri utamanya antara lain pola yang tidak teratur, kurangnya prasarana,
kurangnya utilitas dan prasarana sosial, semakin dekat dengan pusat kota maka
kepadatan penduduknya semakin tinggi, fungsi daerah sebagai tempat transisi
antara kehidupan pedesaan dengan perkotaan atau sebagai pusat proses urbanisasi.
Perumahan kumuh memberikan kesempatan bagi pendatang baru yang berasal
dari masyarakat petani yang mempunyai kehidupan lebih bebas dan secara
ekonomis berperan umum menjadi pekerja kota dan yang memberikan pelayanan
kepada masyarakat kota.

Dari uraian diatas antara perumahan kampung, perumahan liar dan

perumakan kumuh memiliki ciri-ciri tersendiri yang terkadang memiliki
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kemiripan satu dengan yang lainnya. Berikut ini merupakan tabel ciri-ciri dari

ketiga perumahan tersebut’

Tabel 1.2.
Ciri-ciri Rumah Kampung, Rumah Liar Dan Rumah Kumuh
Rumah Kampung Rumah Liar Rumah Kumuh
Prasarana dan sarana ¢ Sarana dan prasarana ¢ Kurang sarana  dan
kurang kurang bahkan tidak ada prasarana
(jalan setapak, tidak ada
pelayanan air bersih,
drainase, pembuangan air
kotor).
Ada yang mempunyai Tidak mempunyai IMB Mempunyai IMB.
IMB dan ada yang tidak.
Terdiri dari masyarakat Terdiri dari msyarakat Terdiri dari msyarakat
golongan rendah dan golongan ekonomi rendah. golongan rendah dan
menengah. menengah
Umumnya masyarakat Umumnya masyarakat Umumnya masyarakat
sudah tinggal menetap tinggal tidak menetap. tinggal menetap tetapi
tidak jarang pula yang
tidak menetap.
Fisik bangunan Fisik bangunan terdiri dari Fisik bangunan tidak
mayoritas semi gubuk, bahan-bahan yang berpengaruh terhadap
permanen dan permanen tidak tahan lama, barang- rumah kumuh. Tergantung
barang bekas, jarang yang pada pola pengaturan
memiliki rumah permanen rumah tersebut.

Lokasi umumnya di
pusat kota.

Memiliki kepadatan
penduduk tinggi

Lokasinya umumnya di
daerah  pinggiran kota
seperti di bantaran sungai,
sepanjang rel kereta api,
pasar dan stasiun serta di
daerah rendah yang sering
banjir, selain itu juga dapat
dijumpai di daerah pusat
kegiatan kota.
Memiliki
penduduk tinggi

kepadatan

Lokasi umumnya di pusat
kota, akan tetapi tidak
jarang ditemukan
dipinggiran kota, yang
dekat  dengan  pusat

kegiatan seperti
pabrik/industri
Umumnya memiliki

kepadatan penduduk dan
kerapatan bangunan yang
tinggi

Sumber : Siswono Yudohusodo, Ir. et.al, “Rumah Untuk Seluruh Rakyat

Dari ketiga ciri-ciri tersebut terdapat perbedaan ciri-ciri yaitu dari status
tanah, kepadatan penghuni perumahan (pemukiman), serta fisik bangunan.

5 Siswono Yudohusodo Ir. et.al, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta

1991, hal 311.
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1.5.1.2. Slum dan Squatter

Dalam perkampungan kumuh itu sendiri dikenal istilah slum (kumuh)
dan squatter (liar). Untuk membedakan antara kawasan squatter dan non- squatter
tidak cukup hanya dengan membedakan masyarakat liar dan masyarakat kumuh.
Berapa variabel yang dapat digunakan untuk membedakan pemukiman liar dan
pemukiman buruk/kumuh menurut Lagquian (1980, 11-14) adalah lokasi spasial;
tingkat keburukan pemukiman dan lingkungannya; kepadatan penduduk dan
perumahannnya; umur relative pemukiman; tipe tanah / lahan yang ditempati
(nilai tanah); fasilitas kota yang memadai; organisasi-organisasi masyarakatnya,
kesukuan, heterogenitas dan homogenitas kelas masyarakatnya; penyimpangan
perilaku (kenakalan remaja dan kriminalitas); tingkat apatisme dan isolasi sosial;
tingkat kesehatan dan sanitasi. Dari pengamatan di beberapa Negara asia, tampak
kelompok masyarakat yang berada di pusat kota, kurang berkembang
dibandingkan dengan masyarakat di daerah pinggiran Laquian (1980, 1 1-14).8

1.5.1.3. Pengertian Kumuh

Kumuh adalah kesan atau gambaran secara umum tentang sikap dan
tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup dan penghasilan kelas
menengah. Dengan kata lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda atau cap yang
diberikan golongan atas yang sudah mapan kepada golongan bawah yang belum
mapan’

Kumuh dapat ditempatkan sebagai sebab dan dapat pula ditempatkan
sebagai akibat. Ditempatkan dimanapun juga, kata kumuh tetap menjurus pada
sesuatu hal yang bersifat negatif (Clinard: 1968 Wiebes) pemahaman kumuh
dapat ditinjau dari :

a) Sebab kumuh
Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan lingkungan hidup dilihat dari: segi
fisik yaitu gangguan yang ditimbulkan oleh unsur-unsur alam seperti air dan

¢ Agustina Nurul Hidayati, Ir, MTP. op. cit., hal 11
7 Demandiri Online_Siti Umajah Masjukri Program Pascasarjana UNAIR, http://www.Surabaya
Pdf 21 januari 2008 hal 3
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udara sedangkan segi masyarakat/sosial, yaitu gangguan yang ditimbulkan
oleh manusia sendiri seperti kepadatan lalu lintas, sampah.

Akibat kumuh

Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala antara lain: kondisi
perumahan yang buruk, penduduk yang terlalu padat, fasilitas lingkungan
yang tidak memadai, tingkah laku menyimpang, budaya kumuh, apati dan
isolasi.

Berikut ini merupakan definisi atau pengertian dari beberapa para ahli

mengenai pengertian tentang pemukiman kumuh.

Pemukiman kumuh (s/um) adalah pemukiman tidak layak huni atau dapat
membahayakan kehidupan penghuni, karena kedaan keamanan dan kesehatan
memprihatinkan, kenyamanan dan keandalan bangunan di lingkungan tersebut
tidak memadai, baik dilihat dari segi tata ruang, kepadatan bangunan yang
sangat tinggi, kualitas bangunan yang sangat rendah serta prasarana dan sarana
lingkungan yang tidak memenuhi syarat. (Kamus Tata Ruang Direktorat
Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum).

Menurut Tjuk Kuswartojo,

“Pemukiman kumuh yaitu pemukiman yang padat, kualitas konstruksi
rendah, prasarana dan pelayanan pemukiman minim adalah pengejawantahan
kemiskinan. kekotaan (urban)”*

Menurut Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/93 Tahun 1993.

Pemukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang
tidak layak huni yang keberadaannya tidak memenuhi persyaratan
teknis, sosial, kesehatan, keselamatan dan kenyamanan serta tidak
memenuhi persyaratan ekologis dan legal administratif yang
penanganannya dilaksanakan melalui pola perbaikan/pemugaran,
peremajaan maupun relokasi sesuai dengan tingkat/kondisi
permasalahan yang ada’.

8 Tjuk Kuswartojo. Et.al. Perumahan dan Pemukiman di Indonesia-Upaya membuat
8erkembangan kehidupan yang berkelanjutan, ITB-Bandung, 2005, hal 184.
Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/93 Tahun 1993
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1.5.1.4. Karakteristik Permukiman Kumuh

Berikut ini merupakan kriteria permukiman kumuh oleh para ahli.

Menurut Surbakti, bahwa perkampungan yang dikatakan slum adalah identik

dengan perkampungan miskin atau pemukiman miskin yang memiliki kriteria

antara lain sebagai berikut'’:

Penduduk sangat padat antara lain 250-400 jiwa/km’.

Pendidikan rendah

Berpendapatan rendah di bawah upah minimum harian rata-rata

Perumahan di permukiman tersebut berkualitas rendah atau masuk dalam
kategori rumah darurat (substandart Lousing Conditions), yaitu bangunan
rumah yang terbuat dari bahan-bahan tradisional, seperti bambu, kayu, alang-
alang dan bahan yang cepat hancur lainnya.

Langkahnya pelayanan kota (urban services), seperti air minum, fasilitas
mandi, cuci kakus (MCK), listrik, sistem pembangunan kotoran dan sampah,
serta perlindungan kebakaran.

Rawan tanah longsor, kebakaran, banjir dan rawan terhadap timbulnya
penyakit

Pertumbuhannya tidak terancana sehingga penampilan fisiknya tidak teratur
dan tidak terawat (dalam hal bangunan, halaman dan jalan-jalan), serta
sempitnya ruang antar bangunan dan tidak ada ruang terbuka sama sekali.
Perkampungan miskin ini pada umumnya berokasi di sekitar pusat kota dan
seringkali tidak jelas pula status hukum tanah yang ditempatinya (squater).
Sebagian besar lokasinya berada dengan pusat kegiatan ekonomi kota atau
pusat-pusat kegiatan kota. Pemikiran penghuni pemukiman kumubh ini, bahwa
lebih dekat dengan pasar atau pusat-pusat kegiatan ekonomi lebih baik,
walaupun mereka harus berdesakan di petak-petak rumahnya

19gurbakti, A. Ramlan. , Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung Dalam Prisma
Edisi 6, Kota Bermuka Dua, Tahun XIII, LP3ES, Jakarta, 1984, hal 65, Dalam Thesis Agustina
Nurul Hidayati, Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Sarjana S-2, Tipologi
Kampung Kumuh di Kotamadya Malang, hal 12.
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Pendapat Ir. Budi D. Sinulingga, M.Si, 1997 dalam bukunya
Pembangunan Kota (Tinjauan Regional dan lokal), kriteria pemukiman kumuh
harus memenuhi beberapa aspek antara lain'':

e Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, karena
sempitnya, terkadang jalan ini sudah tersembunyi di balik atap-atap rumah
yang bersinggungan satu sama lain. Selain sempit, jalan-jalan ini ada yang
masih berupa jalan tanah.

e Fasilis drainase tidak memadai. Biasanya terdapat jalan-jalan tanpa fasilitas
drainase, sehingga apabila hujan kawasan ini dengan mudah akan tergenang
oleh air dan bahkan mengakibatkan banjir.

e Fasilitas pembuangan air kotor / tinja sangat minim sekali. Ada diantaranya
yang langsung membuang ke saluran yang dekat dengan rumah. Ada juga
yang langsung membuang ke sungai terdekat. Sebagian dari penghuni
membuat WC cubluk, tetapi karena lahan sangat sempit maka dibuatlah
berdekatan dengan semur dangkal yang dipergunakan sebagai air minum,
sehingga kemungkinan terjadinya pencemaran sumur dangkal sangat besar.

e Fasilitas sumber air bersih sangat minim, sehingga memanfaatkan air sumur
dangkal yang sudah tercemar atau menampung air hujan dan bahkan membeli
air bersih kalengan. Ada juga yang terpaksa memanfaatkan air sungai yang
terdekat yang sudah sangat kotor akibat buangan air kotor dari rumah-rumah
penduduk.

e Umumnya bangunan-bangunan yang tidak permanen dan malahan terlihat
banyak yang dalam kondisi bangunan darurat.

e Pemilikan hak terhadap lahan sering ilegal, artinya status tanahnya masih
merupakan tanah negara dan para pemilik tak memiliki status apa-apa.

o Perkampungan tersebut dihuni oleh warga yang berpenghasilan
rendah/berproduksi subsistem yang hidup di bawah garis kemiskinan.

11 www.Sulutlink com/artikel/lingkungan 0814.htm-69k-
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Sedangkan menurut Prof. DR. Parsudi Suparlan dalam tulisannya “Segi

Sosial Dan Ekonomi Pemukiman Kumuh” menjelaskan ciri-ciri dari pemukiman
kumuh secara umum. Adapun kriteria pemukiman kumuh antara lain'? :

a)

b)

c)

d)

g)

Prasarana kurang (mck, airbersih, saluran buangan, listrik, gang, lingkungan

jorok dan menjadi sarang penyakit)

Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta penggunaan ruang-ruangnya

mencerminkan penghuninya yang kurang mampu atau miskin.

Adanya tingkat frekuensi dan kepadatan volume yang tinggi dalam pengunaan

ruang-ruang yang ada di pemukiman kumuh sehingga mencerminkan adanya

kesemrawutan tata ruang dan ketidakberdayaan ekonomi penghuninya.

Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup

secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas, yaitu

terwujud sebagai:

e Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena itu
dapat digolongkan sebagai hunian liar.

e Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau
sebuah RW.

e Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RT atau
RW atau bahkan terwujud sebagai sebuah kelurahan, dan bukan hunian
liar.

Penghuni pemukiman kumuh secara sosial dan ekonomi tidak homogen.

Warganya mempunyai mata pencaharian dan tingkat pendapatan yang

beranekaragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat pemukiman

kumuh juga dikenal adanya pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan
ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

Sebagian besar warga yang menempati kawasan kumuh berpenghasilan

rendah

Makin lama usia perkembangan suatu kawasan kumuh berarti kawasan

tersebut dianggap sudah lebih beradaptasi dan menyatu dengan kehidﬁpan

12 parsudi Suparlan, Segi Sosial dan Ekonomi Permukiman Kumuh hal 1-3
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perkotaan. Usia kawasan. Sebelum tahun 1950, antara tahun 1950 — 1955,
antara tahun 1955 — 1960, antara tahun 1960 — 1970 dan setelah tahun 1970

1.5.1.5. Kajian Daerah rawa.
A. Karakteristik Daerah Rawa

Lahan rawa adalah suatu bentangan tanah atau lahan yang mempunyai
topografi relatif datar atau cekung, secara alami tergenang air sepanjang tahun
atau semusim.

Ditinjau dari segi fisiknya, proses pembentukan lahan rawa dapat
dibedakan menjadi dua golongan, yaitu lahan rawa pasang surut dan lahan rawa
non pasang surut (rawa lebak/rawa pedalaman). Lahan rawa pasang surut adalah
lahan rawa yang dalam proses pembentukannya dipengaruhi oleh pasang surut air
laut. Pada saat air laut pasang, permukaan air laut akan naik (termasuk air sungai)
sehingga mengakibatkan meluapnya air sungai ke daerah sekitarnya dan
menggenanginya. Sedangkaan pada saat air laut surut, permukaan air sungai turun
dan hanya sebagian air genangan atau luapan pada waktu pasang yang mampu
dibawa, sehingga air genangan yang tersisa membentuk rawa-rawa.

Lahan rawa non pasang surut atau lebak adalah rawa yang terbentuk
sebagai akibat keadaan topografi yang rendah dan berbentuk cekungan. Sehingga
pada saat musim hujan seluruh lahan tergenangi air yang berasal dari air yang
berasal dari air hujan dan air sungai. Dan pada saat musim kemarau sebagian
lahan menjadi kering atau lembab dan sebagian masih tetap tergenang oleh air

luapan sungai atau air hujan."?

B. Penggolongan Jenis Lahan Rawa
Berdasarkan penggolongan rawa menururt Proyek Pembukaan
Persawahan Pasang Surut (P4S) rawa dapat digolongkan berdasarkan dua jenis
lahan rawa yaitu lahan rawa pasang surut dan lahan rwa nonpasang sururt.
Menurut P4S rawa pasang surut tinjauannya berdasarkan Hidro-topografinya
adalah ketinggian relatif dari permukaan lahan terhadap muka air pasang surut

13 Dr Ir.Suhardjono,M.Pd.,Dipl.H.E, Pengantar Reklamasi Rawa, Bagian Penerbitan ITN Malang,
Malang 1994 hal 14
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dibedakan atas tiga macam lahan, yaitu: Lebak Pematang, Lebak Tengah dan

Lebak Dalam

1. Rawa Pasang Surut

Suatu daerah disebut rawa pasang surut bila air yang tergenang di daerah itu
diakibatkan atau berhubungan dengan adanya pengaruh pasang sururt tinggi muka
air laut.

Lahan rawa pasang surut umumnya berada pada darah dataran dimana air
pasang surut masih cukup mempunyai pengaruh kepada tinggi rendahnya
permukaan air didaerah tersebut. Daerah ini dapat mencapai berpuluh-puluh
kilometer dari garis pantai. Pada daerah didekat pantai, pengaruh pasang surut air
laut tentunya terlalu besar dan dapat berakibat buruk pada perkembangan daerah
tersebut.

Secara umum, proses kejadian rawa pasang surut adalah sebagai berikut:

a. Akibat adnya pasang, muka air laut di muara sungai naik dan seolah-olah
menjadi bendungan yang menghambat aliran air sungai menuju laut.
Akibatnya muka air disungai menjadi ikut naik karena air terbendung
(terempang) di muara.

b. Naiknya muka air sungai ini menyebabkan luapan-luapan air yang membanjiri
daerah di sekitarnya. Akibatnya lahan-lahan di kanan kiri sungai ini tergenang
airdan terbentuklah rawa pasang surut.

c. Karena adanya berbagai bentuk topografi daerah disekitar sungai tidak semua
air yang melimpah saat air pasang kembali lagi kesungai pada saat air surut,
sehinggapada daerah tersebut terbentuklah rawa-rawa. Genangan air pada
lahan di kedua tepi sungai dapat pula berasal dari air hujan yang tidak dapat
mengalir keluar dari daerah yang cekung.

Menurut proyek pembukaan persawahan pasang surut dapat digolongkan
berdasarkan hidro-topografinya. Yang dimaksud dengan hidrotopografi adalah
ketinggian relatif dari permukaan lahan terhadap muka air pasang surut di saluran
terdekat.

Namun harus diketahui bahwa keadaan hidrotopografi suatu lahan tidaklah
bersifat konstan, karena faktor-faktor yang mempengaruhinya bersifat tidak
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permanen. Posisi hidrotopografi suatu lahan rawa pasang surut tergantung pada

berbagai faktor, antara lain:

a. Muka air pasang surut di sungai

b. Fluktuasi tinggi pasang surut di jaringan saluran

c. Kondisi permukan lahan sehubungan adanya pengaruh penurunan
(subsidence) muka tanah maupun perubahan muka tanah akibat penataan
lahan.

Adapun penggolongan persawahan rawa pasang surut menurut P4S

adalah sebagai berikut :

a. Rawa Kategori |
Merupakan daerah yang selalu terluapi oleh pasang tertinggi dari variasi tinggi
muka air pasang surut sungai. Tinggi muka tanah rata-rata selalu berada
dibawah muka air pasang tertinggi rata-rata (MAPTR)

b. Rawa Kategori Il
Merupakan suatu daerah tidak selalu terluapi air pasang tertinggi dari variasi
pasang surut air sungai. Tinggi muka tanah rata-rata kurang lebih sama dengan
tinggi muka air pasang tertinggi rata-rata (MAPTR).

c. Rawa Kategori III
Merupakan suatu daerah rawa yang tidak pernah terluapi oleh air pasang
tertinggi dari variasi elevasi pasang surut air sungai. Namun air pasang masih
tetap mempengaruhi elevasi muka air tanah sehingga kedalaman muka air
tanah tidak lebih kurang 0,50 meter di bawah permukaan tanah. Tinggi muka
tanah rat-rata tidak lebih dari 50 cm di atas elevasi muka air tertinggi

d. Rawa Kategori IV
Merupakan daerah yang tidak pernah terluapi air pasang tertinggi dari variasi
clevasi pasang tertinggi dari variasi elevasi pasang surut air sungai dan
memiliki ketinggian muka air tanah yng lebih dari 0,50 meter dibawah
permukaan tanah. Tinggi muka tanah jauh diatas tinggi muka air pasang
tertinggi (MAPTR)
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2. Rawa Non Pasang Surut. (Lebak)

Daerah rawa non pasang surut seringkali disebut juga sebagai tanah lebak.
Pada umumnya merupakan lahan dengan keadaan topografi yang rendah dan
berbentuk cekungan-cekungan. Akibat air hujan daerah tersebut tergenang air.
Pada darah-daerah yang berada di dekat sungai, air yang menggenangi berasal
dari luapan air sungai di sekitarnya. Namun ada pula daerah rawa yang sudah
digenangi air hujan sebelumnya, dan ditambah oleh air sungai yang melimpah
kedaerah tersebut

Adapun faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya penggenangan air
pada daerah lahan rawa non pasang surut (lebak), yaitu :

1. Keadaan topografi yang datar, rendah dan berbentuk cekungan-cekungan.
2. Keadaan drainase alam yang tidak baik
Berdasarkan pada tinggi rendahnya genangan air, daerah rawa non pasang
surut (Lebak) dapat dipilih dalam tiga klasifikasi sebagai berikut :
4+ Lebak Pematang
Daerah (zone) yang memiliki ketinggian topografi relatif cukuptinggi
sehinggajangka waktu genangan airnya relatif pendek. Zone ini disebut lebak
pematang.

4+ Lebak Tengah
Daerah (zone) yang berada diantara lebak pematang dan lebak dalam sehingga
disebut lebak tengah

4+ Lebak Dalam
Daerah (zone) dengan ketinggian topografi terendah sehingga jangka waktu
tergenang air relatif sangat lama atau terus menerus. Zone ini disebut lebak

dalam.

C. Jenis Tanah di Daerah Lahan Rawa

Tanah di daerah rawa pasang surut terdiri dari berbagai jenis. Disamping
terdapat tanah yang memiliki tingkat kesuburan yang cukup baik, misalnya tanah
endapan lumpur sungai, terdapat pula bermacam-macam jenis tanah yang kurang

baik untuk budidaya pertanian. Jenistanah yang kurang baik tersebut antara lain:
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1. Tanah Sulfat Asam
2. Tanah Gambut
3. Tanah Salinitas (tanah yang kadar garam tinggi)
4. tanah yang ditumbuhi oleh rumput-rumputan
dari berbagai jenis tanah (soil) yang terdapat di daerah lahan rawa di atas, banyak
dipergunakan untuk lokasi lahan pemukiman transmigrasi dan pemukman
penduduk di daerah lahan rawa pasang surut dan lahan rawa non pasang surut
(Lebak)
Tanah Sulfat Asam

Tanah ini biasanya terbentuk pada endapan lumpur yang masih muda di
daerah payau. Akibat proses sedimentasi, larutan sulfat dari air laut dirubah
menjadi sulfit dan elemen sulfur dengan bantuan mikroba-mikroba serta terdapat
pula besi dan pirit, bila tanah tergenang oleh air, keadaanpiritnya stabil dan tidak
membahayakan. Namun, bila tanah tersebut menjadi kering akan mengakibatkan
turunnya pH secara drastis sehinggatanah menjadi asam dan menjadi racun bagi
tanah dan tanaman.
Beberapa sifat tanah Sulfut Asam adalah :
a) Miskin unsur hara
b) Sering mengandung unsur alumunium dan besi
c) Pada musimkemarau menjadi sangat kering
d) Lahan yang dekat dengan laut dapat dipengaruhi oleh air asin
Tanah Gambut

Tanah gambut pada umumnya terdapat didaerah pantai dengan tebal
yang bervariasi dari O,lmeter sampai bisa mencapai tebal 15 meter.
Umumnyadaerah gambut pedalaman atau ke daerah hulu tebal lapisan gambut
makin tipis. Menurut karakteristiklingkungannya , dikenal ada tiga macam tanah
gambut, yakni : Gambut atas (high peat), Gambut Cekungan (basin peat), dan
GambutPantai (Coastal Peat).

Struktur tanah gambut memiliki bahan orgnik yang terkoposisi dengan
sempurna, karena berasal dari pembusukan dan pengendapan pohon-pohon, daun
dan sampah-sampah hutan yang lain selama beratus-ratus bahkan beribu-ribu
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tahun, bila tanah gambut mengandung lebih dari 85% bahan organik, maka tanah
tersebut dapat disebut sebagai tanah gambut.
Sifat penting dari tanah gambut antara lain :
a) Keasaman (pH) berkisar antara 3 — 4,5
b) Berpori-pori banyak sehingga mempunyai kandungan air yang besar
¢) Apabila dikeringkan akan kehilangan daya absorsinya, sehingga air tidak lagi
diserap

d) Gambut tipis berbeda sifatnya dengan gambut tebal.
@l Tanah Salinitas

Tanah salinitas adalah jenis tanah dngan konsentrasi garam larut yang
tinggi. Besaran konsentrasigaram larutyang ada dalam tanah tersebut diukur dari
sifatkonduksi listrik (electical Conductivity disingkat E Ce) dalam satuan mm
hos/cm. Tanah ini terutama terdapat didaerah sepanjang pantai.
Kriteria teknis tanah bersalinitasi adalah :
a) Sifat konduksi hantar listrik E Ca lebih besar dari4 m hos/com
b) ESP (exchangeable sodium persetage) lebih kecil dari 15%
¢) Nilai pH dalam keadaan jenuh kurang dari 8,5

Tanah salinitas umumnya terjadi akibat darisistem drainase yang buruk.
Dengan demikian sistem tata air yang baik yang terdiri dari usaha mencegah
kerusakan tanah akibat air garam, pencucian tanah dan memperbaiki drainase,
merupakan upaya yang dapat dilakukan pada reklamasi jenis tanah ini.
8 Tanah Berumput

Tanah berumput pada umumnya ditumbuhi oleh berbagai jenis tanaman
(semak belukar). Dimana lahan-lahan tersebut cepat sekali berkembang dan tingkt
populasi rumput liar tersebut sangat sulit terkontrol untuk berbagai kegiatan
budidaya pertanian. Dan tanah berumput sangat cocok untuk pengembangan
lokasipermukiman dan transmigrasi.

Berdasarkan hasil survey lapangan, informasi dari BPN dan beberapa
tinjauan teori diatas pemilihan dan penggolongan lahan rawa di perkotaan Kuala
Kapuas merupakan suatu lahan rawa pasang surut yang dikategorikan sebagai

lahan rawa kategori I, kategori II dan Kategori III, fungsi lahan rawa pasang surut
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di perkotaan Kuala Kapuas yang termasuk rawa kategori 1 , yakni banyak
dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi pasang surut. Sedangkan rawa kategori
II dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi pasang surut, perkebunan campuran
dan beberapa bagian dimanfaatkan sebagai lokasi pemukiman penduduk dan
untuk rawa kategori III sebagian besar dimanfaatkan sebagai lokasi pemukiman
penduduk, dimana lokasi lahan rawa pasang surut kategori III ini banyak dijumpai
pada daerah-daerah pemukiman penduduk di pusat kota.

Sedangkan untuk jenis tanah yang ada di lahan rawapasang surut tersebut
mengandung tanah sulfat asam dimana lokasi lahan rawa perkotaan Kuala Kapuas
banyak mengandung endapan-endapan lumpur, dengan tingkat keasaman tinggi
dan dipengaruhi oleh air laut (air asin) pada saat musim kemarau panjang.dan
tanah rawa pasang surut di perkotaan Kuala Kapuas juga mengandung jenis
aluvial hidromorfik gleihumus, tanah rawa podsolik merah, kuning yang tahan
terhadap erosi serta tanah aluvial organosol yang banyak mengandung air pasang
surut dipengaruhi oleh anak-anak sungai

1.5.2. Program Perbaikan Pemukiman Kumuh
1.5.2.1. Kebijaksanaan Pemerintah  Dalam Mengatasi  Masalah
Permukiman Kumuh Di Indonesia

Kebijaksanaan pembangunan perumahan dan pemukiman yang
bertujuan untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan rakyat terutama
golongan masyarakat berpenghasilan rendah, dilaksanakan dengan berbagai
upaya, yaitu 14,

1) Meniciptakan keadaan dimana setiap keluarga dapat menempati rumah yang
layak dalam lingkungan yang sehat dan teratur. Suatu kondisi yang memenuhi
persyaratan kelayakan dalam hunia, kelayakan sosial, kelayakan kesehatan,
kelayakan dan konstruksi, kelayakan kenyamanan dan keindahan serta
kawasan pemukiman yang terbentuk tadi dapat berfungsi sebagai wahana
kehidupan dan penghidupan warganya yang semakin tertib dan meningkat
mutunya.

giswono Yudohusodo., Et al Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta
1991 hal 6
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Mendorong terciptanya kawasan pemukiman yang dapat berkembang sebagai
pusat pertumbuhan bagi wilayah di sekitarnya.

Mengusahakan agar proses pembangunan perumahan dan pemukiman dapat
menjadi peluang dalam memperluas kesempatan kerja serta menggerakkan
kegiatan ekonomi.

Menetapkan kebijaksanaan yang bertumpu kepada pandangan, bahwa pada
hakekatnya pembangunan perumahan dan pemukiman itu merupakan
tanggung jawab masyarakat sendiri.

Mengarahkan peran Pemerintah untuk memberikan penyuluhan, bimbingan
dan menciptakan iklim usaha serta iklim pembangunan. Dismping itu
mendorong dan menggerakkan serta merangsang peran serta masyarakt luas,
menumbuhkan swakarsa dan mengembangkan swadaya masyarakat sehingga
secara bertahap masyarakat semakin mampu memnuhi kebutuhan perumahan
dan pemukimannya sendiri. Pemerintah juga mengatur agar pelaksanaan
pembangunan perumahan dan pemukiman itu dapat berjalan dengan tertib dan
teratur.

Memberikan arah kepada pembangunan perumahan dan pemukiman yang
dilaksanakan berdasarkan azas-azas keadilan, pemerataan dan keterjangkauan,
berwawasan serta memperhatikan kondisi sosial budaya setempat.
Memberikan penekanan kepada pembangunan perumahan dan pemukiman
yang bersifat multi sektoral, yang perlu didukung oleh berbagai kebijaksanaan
penunjang, meliputi aspek-aspek tata ruang, pertanahan, prasarana dan
fasilitas lingkungan, teknologi membangun, industri bahan bangunan dan jasa
konstruksi, pembiayaan, pengembangan sumberdaya manusia, kelembangaan,
peraturan perundang-undangan serta penelitian dan pengembangan. Oleh
karenanya diperlukan koordinasi yang efektif antara unsur-unsur instansi yang

terkait penanganan masalah perumahan dan pemukiman.

Langkah-langkah Kebijaksanaan Pembangunan Perumahan Nasional

Sesuai dengan tujuan Pembangunan Nasional maka tujuan pembangunan

perumahan dalam jangka panjang ditujukan agara setiap keluarga menempati satu

rumah yang layak serta dapat menjamin kententraman hidup. Keadaan ini tidak
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dapat dicapai sekaligus dan dalam jangka waktu yang singkat, tetapi diusahakan
secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang ada pada pemerintah dan
masyarakat.

Mengingat besamnya kebutuhan perumahan dan kemampuan sebagian besar
masyarakat yang masih rendah serta keterbatasan kemampuan pemerintah, maka
peningkatan pembangunan perumahan rakyat dilakukan secara bertahap dan perlu
ditetapkan prioritas-prioritas berdasarkan mendesaknya kebutuhan perumahan
dari berbagai golongan masyarakat dan daerah pengembangan dan
memeperhatikan manfaatnya dalam menunjang pembangunan sosial ekonomi,
terutama dalam menunjang usaha perluasan lapangan kerja. Dalam rangka
mengatasi permasalahan dari perumahan maka diperlukan suatu kebijaksanaan itu
antara lain :
> Kebijaksanaan Umum

Dalam rangka pembangunan perumahan dan lingkungan pemukiman pada

umumnya perlu diambil langkah-langkah kebijaksanaan sebagai berikut :

(1) Pembangunan perumahan rakyat dalam rangka pembangunan sosial-
ekonomi nasional diselenggarakan sesuai dengan strategi pengembangan
wilayah yang berimbang.

(2) Perlu disusun dan dibina sistem yang terarah dan terpadu dalam bidang
pembangunan pemukiman dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan
rakyat dan terwujudnya lingkungan hidup yang sehat, perkembangan
kota dan desa yang tertib, efisien dan serasi dengan pembangunan
daerah. Dalam hal ini peranan Pemerintah Daerha perlu lebih di
tingkatkan.

(3) Untuk menanggulangi masalah ketidak keseimbangan kemampuan dan
kepadatan antara penduduk kota di kota dan di desa, antara pulau dengan
pulau, dan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, perlu diambil
pendekatan yang integral dan koordinatif dalan rangka menunjang
pengembangan wilayah dengan berlandaskan pada asas keadilan dan
pemerataan.
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Usaha pengembangan wilayah pemukiman baru melalui program
transmigrasi perlu terus dilanjutkan, mengingat bahwa mengumpulkan
sebagian besar penduduk di pulalu Jawa akan mengakibatkan daya
dukung pulau ini akan menjadi semakin kritis. Pengembangan tersebut
harus didahului dengan penelitian yang cermat dan seksama, antara lain
mengenai keadaan tanah, dan air, kemungkinan penyediaan lapangan
kerja serta keadaan sosial budaya masyarakat setempat.

Kebijakan pembangunan perumahan rakyat berkaitan erat dengan
kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang lain seperti kebijaksanaan
kependudukan, kebijaksanaan pertanahan, kebijaksanaan moneter dan
perkreditan, kebijaksanaan riset dan pengembangan teknologi dan
sebagainya, sehingga program pengembangan perumahan rakyat harus
diserasikan dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut. Dalam hal ini,
pola koordinasi perlu lebih dimantaplkan, diikuti pula dengan
pelaksanaannya secara konsekuen.

Sebagai mekanisme di dalam penentuan kebijaksanaan, program dan
pelaksanaan pembangunan peranan sarana-sarana kelembagaan yang
telah ada perlu dimantapkan dan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan perumahan rakyat berbagai
sistem pengadaan perumahan perlu dimantapkan dan disempurnakan dan
untuk itu harus diadakan monitoring dan evaluasi yang intensif dan
terus-menerus dari berbagai kegiatan.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan perumahan rakyat berbagai
sistem pengadaan perumahan perlu dimantapkan dan disempurnakan dan
untuk itu harus diadakan monitoring dan evaluasi yang intensif dan
terus-menerus dari berbagai kegiatan.

Perlu adanya peningkatan kerjasama dan koordinasi yang sesuai antara
berbagai pihak yang terlibat dalam upaya pembangunan perumahan, baik

pemerintah, swasta maupun masyarakat sendiri.
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Pengikutsertaan sektor usaha swasta dan masyarakat perorangan
ditingkatkan dengan membina dan mengarahkan badan-badan
pembangunan perumahan swasta, mengembangkan organisasi-organisasi
yang tidak mencari keuntungan (non profit) seperti koperasi dan
sebagainya, serta mengusahakan fasilitas-faslitas yang diperlukan.
Dalam hal ini perlu dikembangkan kemungkinan pemilikan tanah untuk
pembangunan perumahan dari koperasi-koperasi.
Suatu sisttm lembaga pembiayaan yang lebih efektif dan dapat
mendorong terhimpunnya modal untuk pembangunan perumahan perlu
ditingkatkan dan lebih dikembangkan lagi mencakup daerah pedesaan
sehingga memungkinkan pengembangan perumahan dalam jumlah yang
besar dengan harga yang dapat dijangkau oleh rakyat banyak.
Pengembangan perumahan dalam skala besar, memerlukan penyediaan
tanah dalam jumlah yang cukup luas, lokasi yang serasi serta harga yang
relatif rendah. Untuk itu perlua adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan
sebagai berikut :
(a) Pengaturan perencanaan dan pengendalian peruntukan tanah yang
memberikan kemungkinan penyediaan tanah yang cukup.
(b) Pengendalian harga tanah
(c) Sistem perpajakan tanah perumahan yang progresif dan rasional
berdasarkan azas keadilan dan pemerataan untuk semua kelompok
masyarakat.
(d) Pembatasan pemilikkan tanah yang berlebihan untuk kepentingan
perorangan.
(e) Penguasaan tanah sebanyak mungkin oleh Pemerintah.
Pembangunan perumahan memerlukan investasi yang sangat besar,
sedangkan kenyataan pada dewasa ini sumber-sumber dana yang ada
masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu ada pendekatan yang
mengarah pada pengerahan dana-dana yang bersumber dari masyarakat

sendiri antara lain tabungan, asuransi, dan lembaga-lembaga keuangan
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yang memungkinkan. Beberapa pokok kebijaksanaan yang diperlukan

sebagai berikut:

(@) Pengembangan sistem pengerahan dana masyarakat berupa
tabungan, asuransi dan dana-dana lainnya untu keperluan
pembangunan perumahan rakyat.

(b) Pembiayaan oleh pemerintah dalam pembangunan perumahan
diarahkan kepada usaha-usaha yang tidak dapat dilaksanakan oleh
pihak swasta, misalnya program perbaikan kampung.

(c) Pengembangan sistem perkreditan (kredit konstruksi/kredit
pemilikan rumah) yang didasarkan adanya diferensiasi kemampuan
masyarakat suku bunganya.

(d) Pengembangan sistem subsidi silang dan usaha meraih kembali
keuntungan dari hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan
Pemerintah.

Dalam bidang hukum, pelu diadakan peninjauan kembali terhadap

perangkat peraturan perundang-undangn yang ada untuk disesuaikan

dengan kebutuhan pembangunan perumahan dan perkembangan
masyarakat. Terutama peraturan perundangan mengenai tanah perlu
lebih dimantapkan, dengan pelaksanaannya secara konsekuen.

Kegiatan penelitian dan pengembangan sistem dan tata cara

penyelenggaraan pembangunan peumahan mencakup seluruh aspeknya

perlu dilakukan secara menerus dalam rangka menentukan sistem yang
efisien dan efektif, sesuai dengan perkembangan dalam masyarkat.

Dalam mengatasi masalah tak terjagkaunya harga tempat pemukiman

oleh daya beli masyarakat, perlu dikembangkan desain bentuk dan

konstruksi perumahan yang sesuai dengan fungsinya bagi sebagian besar
rumah tangga Indonesia, dan keadaan lingkungan serta cukup memenuhi
persyaratan kesehatan dan dapat dibangun dengan harga yang relative

murah.
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(17) Perlu digalakkan produksi bahan bangunan yang memenuhi standart
mutu, murah dan awet dengan memanfaatkan bahan baku lokal dan
menerapkan teknologi pengawetan bahan.

(18) Perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pembinaan dan pengembangan
industri konstruksi nasional dan industri-industri kecil/ kerajinan bahan
bangunan dengan memberikan bimbingan teknik dan modal kerja serta
dengan memanfaatkan sebanyak mungkin bahan-bahan/ produk lokal.

(19) Untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup, ilmu pengetahuan dan
teknologi perlu untuk mengatasi berbagai krisis tata guna tanah yang
sudah ada sampai saat ini, sedang untuk keperluan yang akan ilmu
pengetahuan dan teknologi dikembangkan untuk mampu menganalisis
dampak kegiatan pembangunan terhadap lingkungan, mengetahui cara
mengatasi atau memilih alternatif lain yang lebih baik.

(20) Penanaman dan peningkatan pengertian serta kesadaran masyarakat akan
pentingnya rumah dan lingkungan pemukiman yang sehat perlu
diteruskan disertai dengan usaha penyempurnaan dan peningkatan

prasarana pendukung lingkungan perumahannya.

Kebijaksanaan Lingkungan Hidup

Kebijaksanaan Lingkungan Hidup bertitik tolak Garis-garis Besar
Haluan Negara 1983 yang mencantumkan bahwa hakekat pembangunan
Indoneasia adalah pembangunan untuk manusia seutuhnya, dengan ciri-ciri
pokok keselarasan hubungan antara manusia dengan masyarakat, dan antara
manusia dengan lingkungan alam. Apapun yang dibangun, arah pembangunan
tidak boleh melepaskan diri dari tujuan membentuk manusia seutuhnya.
Keselarasan hubungan antara manusia dengtan lingkungan merupakan salah
satu ciri pokoknya. Maka oleh karena itu harus dijaga agar faktor lingkungan
selalu diperhatikan dalam arah tujuan segala kegiatan pembangunan.

Faktor lingkungan hidup tidak saja paling sebagai tujuan pembangunan,
tetapi juga penting sebagai dimensi pembangunan. Dalam undang-undang
nomor tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengolahan
Lingkungan Hidup dengan jelas dicantumkan bahwa kita harus
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mengembangkan pembangunan berwawasan lingkungan. Tersimpulkan di sini
keharussan cara menggunakan sumber-sumber yang bijaksana agar dapat
menunjang proses pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan dalam
rangka meningkatkan kualitas hidup Manusia Indonesia.

Pertimbangan Lingkungan Hidup tidaklah berarti bahwa lingkungan
tidak bisa diubah dan sumber alam tidak bisa dimanfaatkan. Pertimbangan
lingkungan hidup tidak menentang berlangsungnya proses pembangunan,
lebih-lebih jika ini diperuntukan bagi kesejahteraan manusia dan masyarakat.
Yang menjadi kecemasan banyak ahli pembangunan adalah bahwa proses
pembangunan tidak memperdulikan faktor lingkungan hidup, mengeksploitasi
sumber alam secara serampangan sehingga melumpuhkan kemampuan sumber
alam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Proses pembangunan bersifat jangka panjang, harus dijaga agar simber
alam mampu menunjang proses jangka panjang ini secara berkesinambungan.
Justru demi suksesnya pembangunan jangka panjang inilah maka lingkungan
hidup harus menjadi perhatian utama.

Sumber alam utama dalam pengembangan pemukiman dan perumahan
adalah ruang air dan udara, untuk singkatnya lahan dan air. Kelangsungan
kawasan perumahan dan pemukiman banyak ditentukan oleh kondisi tanah
dan air yang terkelola dengan baik . oleh karena itu, dalam pengembangan
pemukiman khususnya perumahan, penggunaan ruang perlu ditata sedemikian
rupa sehingga kemampuan alam menyerap kualitas air sebanyak mungkin
dapat dipelihara. Hal ini disebabkan sumber alam air akan menjadi faktor yang
semakin langka, apabila kegiatan pengembangan pemukiman dan perumahan
tidak terkendalikan dampak negatifnya, Dalam upaya memelihara sanitasi
pemukiman dan perumahan, kegiatan pencegahan pencemaran kepada air
harus dilaksasnakan pula sedini mungkin.

Sumber alam lahan akan semakin langka pada masa depan, akibat
bertambahnya jumlah penduduk yang selanjutnya memerlukan perumahan
dan lapangan kerja di lingkungan pemukiman. Sebagai contoh untuk
pemukiman transmigrasi, akibat semakin langkahnya ketersediaan lahan
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timbul keharusan mengelola tanah yang semakin kurang kualitasnnya. Oleh
karena itu, patut dipertimbangkan rencana mengelola padang alang-alang
menjadi produktif bagi transmigrasi. Disamping itu masalah pemilikan,
sekaligus ditangani dalam pola konsep saling menguntungkan. Pemilik padang
alang-alang pada waktu ini tidak memetik manfaat dari tanahnya yang
terlantar. Dengan campur tangan Pemerintah meningkatkan produktifitas
tanah maka si pemilik tanah memperoleh manfaat, yang untuk itu ia diminta
mengkompensasikan dengan ditampungnya transmigran.

b. Peraturan Perundang-undangan Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990

Dalam rangka mempercepat peningkatan mutu kehidupan masyarakat terutama

bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah yang bertempat tinggal di

kawasan pemukiman kumuh yang berada di atas tanah Negara, telah dikeluarkan

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh

yang berada di atas tanah Negara. Diinstruksikan kepada Menteri Negara

Perumahan Rakyat, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Negara Kependudukan

Lingkungan Hidup, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri

Sosial, Menteri Keuangan, Kepala Badan Pertanahan Nasional, para Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I dan para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II,

untuk melaksanakan peremajamaan pemukiman kumuh di daerah perkotaan

terutama yang berada di atas tanah Negara di seluruh Indonesia, sesuai dengan
pedoman sebagai berikut:

(@) Peremajaan Pemukiman Kumuh adalah pembongkaran sebagian atau
seluruh pemukiman kumuh yang sebagian besar atau seluruhnya berada di
atas tanah Negara dan kemudian ditempat yang sama dibangun prasarana
dan fasilitas lingkungan rumah susunan serta bangunan-bangunan lainnya
sesuai dengan rencana tata ruang kota yang bersangkutan.

(b) Peremajaan Pemukiman Kumuh Bertujuan untuk:

e Meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan
martabat masyarakat penghuni pemukiman kumuh terutama golongan
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masyarakat berpenghasilan rendah dengan memperoleh perumahan yang
layak dalam lingkungan pemukiman yang sehat dan teratur.

e Mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan
fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang
bersangkutan.

e Mendorong penggunaan tanah yang efisien dengan pembangunan rumah
susun, meningkatkan tertib rumah susun, meningkatkan tertib bangunan,
memudahkan penyediaan prasarana dan fasilitas lingkungan pemukiman
yang diperlukan serta mengurangi kesenjangan kesejahteraan penghuni
dari berbagai kawasan di daerah perkotaan.

Penghuni lingkungan yang diremajakan ditampung kembali di rumah susun
hasil peremajaan atau di lokasi lain yang berdekatan dengan lokasi
peremajaan, baik dengan cara memiliki yang didukung dengan fasilitas
kredit Pemilikan Rumah maupun dengan cara menyewa. Selama proses
pembangunan rumah susun, developer menyediakan rumah penampungan
sementara bagi penghuni pemukiman kumuh sepanjang diperlukan.

Dalam menetapkan lokasi pemukiman kumuh yang akan diremajakan,

disamping harus sesuai dengan Pola Dasar Rencana pembangunan Daerah

dan atau Rencana Umum Tata Ruang Kota (RTUK), perlu ada pendekatan
kepada masyarakat setempat agar masyarakat berperan secara aktif dalam
proses peremajaan tersebut. Peremajaan pemukiman kumuh dilakukan
dengan menerapkan sistem subsidi silang antara pembangunan rumah susun
dengan areal komersial yang berada dikawasan yang diremajakan. Biaya
yang dikeluarkan oleh developer untuk pengosongan pemukiman kumubh,
penampungan sementara para penghuni-penghuni pemukiman kumuh,
pembangunan rumah susun lengkap dengan prasarana dan fasilitas
lingkungannya, pemindahan penghunian ke rumah susun dan tingkat
keuntungan yang wajar, memperoleh imbalan berupa areal komersial yang

senilai.
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Rumah susun yang dibangun di lokasi peremajaan berikut tanahnya menjadi
milik Negara, Menteri Keuangan menyerahkan pengelolaan rumah susun
tersebut kepada perum PERUMNAS.

Rumah susun tersebut dapat disewakan atau dijual oleh perum

PERUMNAS. Harga sewa satuan rumah susun ditetapkan dengan

memperhatikan besarnya biaya operasi dan pemeliharaan rumah susun.

Harga jual satuan rumah susun ditetapkan dengan memperhatikan

kemampuan penghasilan penghuni pemukiman kumuh.

Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan peremajaan pemukiman kumuh

dengan pola ini disediakan dari :

e Badan Usaha Milik Negara khususnya perum PERUMNAS

e Yayasan, khususnya yayasan Dana Bhakti Kesejahteraana Sosial

e Developer swasta

Ratio atas lahan rumah susun dan areal komersial serta banyaknya satuan

rumah susun yang dibangun ditetapkan oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah

Tingkat II dengan persetujuan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I yang

bersangkutan, dan khusus untuk DKI-Jakarta ditetapkan oleh Gubernur

Kepala Daerah. Peremajaan permukiman kumuh di DKI-Jakarta ditetapkan

sebagai proyek percontohan untuk dapat dikembangkan di kota-kota lain.

Tanggung jawab para Menteri, Kepala Badan Pertanahan, para Gubernur

dan para Bupati/Walikota adalah sebagai berikut :

e Menteri Negara Perumahan Rakyat mengkoordinasikan unsure-unsur
yang terkait dalam pelaksanaan peremajaan pemukiman kumuh serta
memonitor tahap pelaksanaan dan purna pelaksanaan pembangunan.

e Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua badan
Perencanaan Pembangunan Nasional mengkoordinasikan program
peremajaan pemukiman kumuh ini dengan program-program lain yang
berkaitan dengan program peremajaan pemukiman kumuh.

e Menteri Negara Kependudukan dan lingkungan Hidup memberikan
bimbingan dalam upaya penigkatan kualitas lingkungan pemukiman dari

kawasan yang diremajakan.
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Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan kepada Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II dalam
penyiapan program dan pengaturan peremajaan lingkungan pemukiman
kumuh di daerahnya masing-masing serta menginstruksikan kepada
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikota Kepala Daerah
Tingkat II untuk melakukan inventarisasi pemukiman-pemukiman
kumuh yang ada di setiap kota, menyusun usulan proyek dari rencana
peremajaan masing-masing kawasan pemukiman kumuh, mencari
developer baik Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,
Yayasan-yayasan maupun perusahaan swasta yang berminat untuk
meremajakan serta menetapkan persyaratan-persyaratan hubungan
kerjasama antara pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan
developer yang berminat.

Menteri Pekerjaan antara Pemerintah Daerah yang bersangkutan dengan
developer yang berminat.

Menteri Pekerjaan Umum memberikan bimbingan dan bantuan atas
pembangunan prasarana bidang pekerjaan umum, mengatur persyaratan
teknis pembangunan rumah susun dan menetapkan harga sewa dan harga
jual satuan rumah susun.

Menteri Sosial memberikan penyuluhan kepada masyarakat pemukiman
kumuh yang akan diremajakan, membina peningkatan kesejahteraannya
serta mengarahkan penggunaan sebagian dana dari Yayasan Dana Bhakti
Kesejahteraan Sosial untuk mendukung pelaksanaan peremajaan
pemukiman kumuh ini.

Menteri Keuangan memberikan bimbingan dan pengaturan atas sumber
dana untuk pembangunan dan pengelolaan rumah susun yang dibangun
oleh perum PERUMNAS dan pemanfaatan dari penjualan dari
penyewaan rumah susun yang dikelola oleh perum PERUMNAS.

Kepala Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemberian hak
atas tanah dalam lokasi yang diremajakan termasuk hak atas tanah areal

komersial.
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e Para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas
pengawasan pelaksanaan peremajaan pemukiman kumuh di Daerah
Tingkat II.

e Khusus Gubernur Kepala Daerah DKI-Jakarta bertanggung jawab atas
penetapan lokasi peremajaan pemukiman kumuh sesuai dengan Pola
Dasar Rencana Pembangunan Daerah dan atau Rencana Umum Tata
Ruang Kota, pengaturan peremajaan pemukiman kumuh di wilayah
DKI-Jakarta, pemberian kemudahan dalam proses perijinan, bantuan
pengadaan prasarana, fasilitas lingkungan dan pemindahan penghuni
serta pengawasan mutu bangunan rumah susun beserta prasarana dan
fasilitas lingkungannya.

e Para Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II bertanggung jawab atas
penetapan lokasi peremajaan pemukiman kumuh sesuai dengan Pola
Dasar Rencana Pembangunan Daerah dan atau Rencana Umum Tata
Ruang Kota, pengaturan peremajaan pemukiman kumuh di Daerah
Tingkat 1 yang bersangkutan, pemberian kemudahan dalam proses
perijinan, bantuan pengadaan prasarana, fasilitas lingkungan dan
pemindahan penghuni serta pengawasan mutu bangunan rumah susun,

prasarana dan fasilitas lingkungannya.

1.52.2. Program Perbaikan Permukiman Kumuh yang pernah di Lakukan
di Indonesia

Masalah pemukiman yang terdapat di Indonesia tidak begitu saja
diabaikan oleh pemerintah. Dalam artian sampai saat ini masih terus berlangsung
program perbaikan permukiman kumuh baik dengan cara konvensional seperti
perbaikan kampung, program KIP dan sebagainya ataupun cara modern dengan
membuat apartemen atau rumah susun untuk masyarakat golongan ekonomi
menengah kebawah. Berikut ini merupakan penanganan yang telah dilakukan oleh
pemerintah dalam mengatasi masalah pemukiman di Indonesia.
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A. Program Perbaikan Kampung (KIP)

Program perbaikan kampung adalah program yang ditujukan untuk
memperbaiki dan meningkatkan lingkungan permukiman di pemukiman yang
sebagian besar dihuni oleh masyarakat golongan berpenghasilan menengah ke
bawah.

Di indonesia program perbaikan kampung atau dikenal dengan KIP
(Kampung Improvement Program) telah ada sejak zaman penjajahan. Program
KIP di Indonesia pertama kali dilaksanakan di Surabaya, yaitu pada tahun 1923,
pada waktu itu program KIP diadakan untuk menanggapi politis etis dari kaum
oposisi di parlemen Belanda dengan tujuan untuk melindungi penduduk yang
bermukim di dekat kampung yang pada umumnya dihuni warga Eropa dari
bahaya epidemi. Orientasi KIP pada saat itu hanyalah untuk menangani aspek
sanitasi kampung saja.15

Namun sejak PELITA III program perbaikan kampung tidak lagi hanya
dipusatkan pada perbaikan fisik melainkan tujuan akhir perbaikan kampung
adalah meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Sejalan dengan perbaikan fisik
lingkungannya, (seperti pembangunan saluran pipa air bersih, jalan kendaraan,
jalan setapak, MCK, tempat pembuangan sampah, saluran pematusan, pos-
pos/klinik kesehatan, peningkatan rata-rata luas ruangan rumah per penduduk
dengan membangun rumah susun) diusahakan pula peningkatan ekonomi
masyarakatnya. Selain itu untuk peningkatan kualitas hidup diwujudkan dengan
peningkatan kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan. Dengan kata lain tujuan
utama Program Perbaikan Kampung (KIP) adalah bina lingkungan, bina manusia
(peningkatan kualitas hidup) dan bina usaha (peningkatan ekonomi)'®

Di surabaya gagasan perbaikan kampung bersama masyarakat, terwujud
melalui proyek-proyek pembangunan, perbaikan serta pemeliharaan, proyek yang
pertama dilaksanakan adalah Proyek W.R. Supratman yang dimulai pada tahun

15 Johan Silas, Kampung Surabaya Menuju Metropolitan, Yayasan Keluarga Bhakti Surabaya dan
Surabaya Post, 1996 hal 8

16 Siswono Yudohusodo., Et al Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta
1991 hal 312
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1969 — 1974. realisasi pada proyek ini berupa perbaikan kampung didasarkan
pada penyediaan plat beton cetak yang dapat diperoleh warga kampung dan yang
bersedia melakukan pemasangan atas usaha masyarakat itu sendiri. Proyek ini
didanai melalui anggaran bagian pemeliharaan kota, sehinggabesarnya tidak dapat
dipastikan.

Proyek W.R. Supratman ini berlanjut dari periode tahun 1974-1975
sampai dengan periode 1982-1983. Pelaksanaan awal program dari KIP ini
bertujuan untuk membantu aktifitas/kegiatan masyarakat pada umumnya dan
penghuni/warga kampung khususnya di dalam memperbaiki dan memelihara
kampungnya, dengan jalan memperbaiki  fisik  lingkungan  yaitu
menyediakan/meningkatkan prasarana pokok secara layak, yang meliputi:

a. Jalan untuk orang dan kendaraan termasuk kelengkapannya

e

Saluran pematusan
Jaringan air minum dengan kran air untuk minum
Fasilitas sanitasi untuk mandi, cuci, kakus (MCK)
Fasilitas kesehatan masyarakat
Fasilitas pendidikan dasar
Pada tahun 1998, Program Perbaikan Kampung di Surabaya mulai
disempurnakan dengan Program Perbaikan Kampung Komprehensif (KIP-K)

- e po

dengan pendekatan yang memadukan antara Botem Up dan Top Down. Secara

umum tujuan implementasi Program Perbaikan Kampung Komprehensif

(Laboraturium Perumahan dan Permukiman ITS dan LPM-ITS, 2000) adalah:

a. Meningkatkan infrastruktur dan kualitas lingkungan permukiman kampung

b. Meningkatkan status kepemilikan lahan rumah

c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan meningkatkan
kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Pada tahun 2001, Program KIP-K dikembangkan lagi menjadi
pembangunan yang selain merupakan pembangunan di bidang fisik lingkungan
permukiman juga melaksanakan pembangunan di bidang sosial ekonomi
masyarakatnya melalui kegiatan-kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat,
sebagai upaya untuk menggalang sinerji semua kekuatan masyarakat yang
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diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan program pembangunan

permukiman. Dengan demikian perbaikan kampung adalah bagian dari

pemberdayaan dapat diartikan sebagai meningkatkan produktivitas. Dibidang
ekonomi.

Tujuan utama KIP-K 2001 (Kampung Improvement Program
Komprehensif) adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berorientasi
pada pembangunan fisik dan non fisik dilaksanakan melalui:

1. program pengembangan masyarakat, untuk meningkatkan kualitas hidup
warga masyarakat diantaranya: peningkatan keterampilan/usaha kecil dan
kesehatan

2. program pinjaman rumah tangga: yaitu pinjaman perbaikan sarana tempat
tinggal, untuk perbaikan fsilitas rumah seperti pembuatan septic tank,
perbaikan dapur, dan penyelesaian air bersih. Dapat pula digunakan untuk
usaha ekonomis seperti warung dan usaha rumah tangga.

3. Program perbaikan fisik lingkungan, yaitu bantuan murni untuk memperbaiki
fisik lingkungan kampung meliputi: jalan setapak, selokan, MCK dan
persampahan.

4. Program peningkatan manajemen lahan, untuk membantu warga memperoleh
izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat tanah. Dengan memberikan
kemudahan bantuan dalam proses prosedur pengurusan dan pengajuan IMB
serta sertifikt tanah.

Adapun perbedaan antara KIP awal dengan KIP Komprehensif adalah:
KIP awal lebih diarahkan pada perbaikan prasarana fisik baik rumah maupun
lingkungan kampung untuk peningkatan kesehatan masyarakat dan aktifitas
penduduk yang berakibat meningkatkan ekonomi penduduk kampung sedangkan
KIP Komprehensif adalah suatu program pembangunan yang bertujuan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang berorientasi pada pembangunan
fisik dan non fisik.
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B. Program Peremajaan Lingkungan kumuh

Peremajaan lingkungan kumuh tanpa menggusur bukan pekerjaan
mudah. Hasan Poerba (1990) menegaskan peremajaan lingkungan kumuh
menyangkut kesiapan sosial dan kelembagaan masyarakat, pemecahan cahan
masalah lingkungan kumuh harus didasarkan atas kondisi setempat yang spesifik
dan pendekatan bersifat partisipatif. Partisipatif perlu diartikan sebagai
keikutsertaan masyarakat yang lingkungan pemukimannya akan diremajakan di
dalam menetukan nasib sendiri.

Di pihak lain, Nugroho Sukmanto (REL, 1990) menyatakan empat pola
peremajaan lingkungan kumuh, yaitu relokasi (resettlement), pembebasan tanah,
konsolidasi tanah (penataan kembali), dan partisipasi masyarakat setempat dengan
sistem bank tanah (land banking). Relokasi bisa dilakukan semacam transmigrasi
bedol desa, pembebasan tanah memberi peluang kepada warga setempat untuk
tinggal di rumah susun atau pindak ke daerah lain di pinggir kota, konsolidasi
tanah adalah pengefektifan tanah dan wilayah kota, sedangkan bank tanah dapat
mengendalikan tanah dan memperhatikan analisa biaya manfaat (cost benefit
analysis)."

Peremajaan lingkungan pemukiman kumuh mempunyai tiga tujuan'® :

Pertama, meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan, harkat, derajat dan
martabat masyarakat penghuni pemukiman yang sehat dan teratur.

Kedua, mewujudkan kawasan kota yang ditata secara lebih baik sesuai dengan
fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang kota yang
bersangkutan.

1.6. Landasan Penelitian
Landaan teori merupakan teori-teori yang akan digunakan sebagai dasar
dalam melakukan penelitian. Dengan teori-teori ini memberikan kemudahan

dalam menentukan suatu batasan dalam bahasan penelitian.

17 Ibid, hal 97.
8 Ibid, hal 92.
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1.6.1. Pemukiman Kumuh Daerah Rawa.

Dari karakteristik daerah rawa dan karakteristik pemukiman kumuh maka
pemukiman kumuh daerah rawa bila dilihat dari karakteristik fisik, sosial dan
ekonomi:

1.  Karakteristik Fisik : Pemukiman yang tidak layak huni karena menurunnya
kualitas lingkungan akibat dari budaya kumuh masyarakatnya, prasarana
lingkungan tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan, kualitas
konstruksi dan bangunan yang rendah, kepadatan bangunan tinggi, dekat dengan
pusat kegiatan kota

2 Karakteristik Sosial :berpenghuni padat, dekat dengan pusat kegiatan kota,
sebagian besar warganya bekerja di sektor informal dan mempunyai mata
pencaharian tambahan di sektor informal dan berada pada lingkup skala RT

3.  Karakteristik Ekonomi : Berpenghasilan rendah

1.6.2. Kriteria Pemukman Kumuh
Dalam penelitian “Prioritas Perbaikan Permukiman Kumuh Di Perkotaan Kuala
Kapuas maka kriteria yang digunakan berdasarkan pendapat Ir. Budi D. Sinulingga ,
ARamlan Surbakti dan Prof. DR. Parsudi Suparlan. Pengambilan kriteria tersebut
berdasarkan: untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.2.
1) Kriteria yang dipakai dipilih berdasarkan adanya komponen yang berbeda dari masing-
masing kriteria.
2) Karena kriteria dari masing-masing pereferensi terdapat kesamaan pengertian, maka
sebagian dari kriteria-kriteria yang dipakai disesuaikan dengan kriteria dari referensi
pembandingnya yang lebih spesifik.

1.6.3. Peremajaan Kota

Peremajaan kota adalah upaya pembangunan yang terencana untuk merubah atau
memperbaharui suatu kawasan kota yang mutu lingkungannya rendah. Kemerosotan
suatu kawasan dapat saja terjadi karena kondisi fisik lingkungan yang sudah tidak
memadai lagi dalam mendukung efektivitas fungsi lingkungan atau oleh pelapukan
karena umur. Pembangunan kota dapat menyebabkan berubah fungsi lama atau fungsi
semula yang tidak lagi sesuai dengan tatanan kota setelah pengembangan.



Tabel 1.3
Penentuan Kriteria Pemukiman Kumuh

Kriteria Pemukiman Kumuh

A. Ramlan Surbakti Ir. Budi D. Sinulingga, M. Si Prof. DR. Parsudi Suparian Kriteria Yang Dipakai
Fisik : Fisik : Fisik : Fisik :
a) Pertumbuhannya tidak terencana | a) Jalan-jalan sempit tidak dapat|a) Prasarana kurang (mck, air a) Jalan-jalan sempit tidak dapat dilalui

sehingga penampilan fisik pun
tidak teratur dan terawat ( dalam
hal bangunan, halaman dan jalan-
jalan), serta sempitnya ruang antar
bangunan dan tidak ada ruang
terbuka sama sekali.

b) Langkanya pelayanan kota (urban
services), seperti air minum,
fasilitas mandi, cuci, kakus
(MCK), listrik, sistem
pembuangan kotoran dan sampah,
serta perlindungan kebakaran.

c) Rawan tanah longsor, kebakaran,

banjir dan rawan terhadap
timbulnya penyakit
d) Perumahan  di  permukiman

tersebut berkualitas rendah atau
masuk dalam Kkategori rumah
darurat (substandard housing
conditions), yaitu  bangunan
rumah yang terbuat dari bahan-
bahan tradisional, seperti bambu,
kayu, alang-alang dan bahan yang
cepat hancur lainnya.

e) Perkampungan miskin ini pada
umumnya berlokasi di _sekitar

b)

c)

dilalui oleh kendaraan roda empat,
karena sempitnya, terkadang jalan
ini sudah tersembunyi di balik
atap-atap rumah yang
bersinggungan satu sama lain.
Selain sempit, jalan-jalan ini ada
yang masih berupa jalan tanah.
Fasilitas drainase tidak memadai.
Biasanya terdapat jalan-jalan tanpa
fasilitas drainase, sehingga apabila
hujan kawasan ini dengan mudah
akan tergenang oleh air dan bahkan
mengakibatkan banjir.

Fasilitas pembuangan
kotor/tinja sangat minim sekali.
Ada diantaranya yang langsung
membuang ke saluran yang dekat
dengan rumah Ada juga yang
langsung membuang ke sungai
terdekat. Sebagian dari penghuni
membuat we cubluk, tetapi karena
lahan sangat sempit maka dibuatlah
berdekatan dengan sumur dangkal
yang dipergunakan sebagai air
minum, sehingga kemungkinan
terjadinya _pencemaran __sumur

air

bersih, saluran buangan,
listrik,gang, lingkungan jorok
dan menjadi sarang penyakit).
kondisi hunian rumah dan
pemukiman serta penggunaan
ruang-ruangnya
mencerminkan  penghuninya
yang kurang mampu atau
miskin.

adanya tingkat frekuensi dan
kepadatan volume yang tinggi
dalam penggunaan ruang-
ruang yang ada di pemukiman
kumuh sehingga
mencerminkan adanya
kesemrawutan tata ruang dan
ketidakberdayaaan  ekonomi
penghuninya.

Potret  buruk  kehidupan
perkotaan, makin lama usia
perkembangan suatu kawasan
kumuh  berarti  kawasan
tersebut dianggap sudah lebih
beradaptasi dan  menyatu
dengan kehidupan perkotaan

b)

d)

b)

c)

d)

oleh kendaraan roda empat, karena
sempitnya, terkadang jalan ini sudah
tersembunyi di balik atap-atap rumah
yang bersinggungan satu sama lain.
Selain sempit, jalan-jalan ini ada
yang masih berupa jalan tanah.

Fasilitas drainase tidak memadai.
Biasanya terdapat jalan-jalan tanpa
fasilitas drainase, sehingga apabila
hujan kawasan ini dengan mudah
akan tergenang oleh air dan bahkan

mengakibatkan banjir
Prasarana kurang (mck, air bersih,
saluran  buangan, listrik,gang,

lingkungan jorok dan menjadi sarang
penyakit)

Potret buruk kehidupan perkotaan
Makin lama usia perkembangan
suatu kawasan kumuh berarti
kawasan tersebut dianggap sudah
lebih beradaptasi dan menyatu
dengan kehidupan perkotaan
Langkanya pelayanan kota (urban
services), seperti air minum, fasilitas
mandi, cuci, kakus (MCK), listrik,
sistem pembuangan kotoran dan




Kriteria Pemukiman Kumuh

A. Ramlan Surbakti Ir. Budi D. Sinulingga, M. Si Prof. DR. Parsudi Suparlan Kriteria Yang Dipakai

pusat kota dan seringkali tidak dangkal sangat besar sekali. sampah, serta perlindungan

jelas pula status hukum tanah e) Fasilitas sumber air bersih sangat kebakaran.

yang ditempatinya (squatter) minim, sehingga memanfaatkan air f) Rawan Tanah Longsor kebakaran

Sebagian besar lokasinya berada sumur dangkal yang sudah dan rawan terhadap timbulnya

dengan pusat kegiatan ekonomi tercemar atau menampung air penyakit

kota atau pusat-pusat kegiatan hujan dan bahkan membeli air g) Fasilitas pembuangan air kotor/tinja

kota. Pemikiran  penghuni bersih kalengan. Ada juga yang sangat minim  sekali. = Ada

kawasan kumuh ini, bahwa lebih terpaksa memanfaatkan air sungai diantaranya yang langsung

dekat dengan pasar atau pusat terdekat yang sudah sangat kotor membuang ke saluran yang dekat

kegiatan ekonomi lebih baik, akibat buangan air kotor dari dengan rumah. Ada juga Yyang

walaupun mereka harus rumah-rumah penduduk. langsung membuang ke sungai

berdesakan di petak-petak | f) Umumnya bangunan-bangunan terdekat.

rumahnya yang tidak permanen dan malahan h) Adanya tingkat frekuensi dan
terlihat banyak yang dalam kondisi kepadatan volume yang tinggi dalam
bangunan darurat. pengunaan ruang-ruang yang ada di

> g) Pemilikan hak terhadap lahan pemukiman kumuh sehingga
sering ilegal, artinya status mencerminkan adanya
tanahnya masih merupakan tanah kesemrawutan tata ruang dan
negara dan para pemiliki tak ketidakberdayaan ekonomi
memiliki status apa-apa. penghuninya.

i) Perumahan di permukiman tersebut
berkualitas rendah atau masuk dalam
kategori rumah darurat (substandard
housing conditions), yaitu bangunan
rumah yang terbuat dari bahan-
bahan tradisional, seperti bambu,
kayu, alang-alang dan bahan yang
cepat hancur lainnya.

j) Sebagian besar lokasinya berada

dengan pusat kegiatan ekonomi kota
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Kriteria Pemukiman Kumuh

A. Ramlan Surbakti

Ir. Budi D. Sinulingga, M. Si

Prof. DR. Parsudi Suparlan

Kriteria Yang Dipakai

Sosial :

a) Penduduk sangat padat antara 250
— 400 jiwa/km

b) gendidikan rendah
(=)

Sosial :

a) Permukiman tersebut dihuni oleh
penduduk yang padat dan berjubel,
karena adanya  pertumbuhan
penduduk alamiah maupun migrasi
yang tinggi dari pedesaan.

b) Secara  sosial terisolasi
permukiman masyarakat lainnya

dari

Sosial :

a) pemukiman kumuh merupakan
suatu satuan-satuan komuniti
yang hidup secara tersendiri
dengan batas-batas
kebudayaan dan sosial yang
jelas, yaitu terwujud sebagai:

e sebuah kumuniti tunggal,
berada di tanah milik
negara, dan karena itu
dapat digolongkan sebagai
hunian liar

e satuan komuniti tunggal
yang merupakan bagian
dari RT atau sebuah RW

e Sebuah satuan komuniti

tunggal yang terwujud sebagai

sebuah RT atau RW. atau

atau pusat-pusat kegiatan kota.
Pemikiran penghuni kawasan kumuh
ini, bahwa lebih dekat dengan pasar
atau pusat kegiatan ekonomi lebih
baik, walaupun mereka harus
berdesakan di petak-petak rumahnya
Pemilikan hak terhadap lahan sering
ilegal, artinya status tanahnya masih
merupakan tanah negara dan para
pemilik tak memiliki status apa-apa.

k)

Sosial :
a) Penduduk sangat padat antara 250 -
400 jiwa/km®
¢) pemukiman kumuh merupakan suatu
satuan-satuan komuniti yang hidup
secara tersendiri dengan batas-batas
kebudayaan dan sosial yang jelas,
yaitu terwujud sebagai:
e sebuah kumuniti tunggal, berada
di tanah milik negara, dan
karena itu dapat digolongkan
sebagai hunian liar
e satuan komuniti tunggal yang
merupakan bagian dari RT atau
sebuah RW
e Sebuah satuan komuniti tunggal
yang terwujud sebagai sebuah
RT atau RW. atau bahkan
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Kriteria Pemukiman Kumuh Kriteria Yang Dipakai
A. Ramlan Surbakti Ir. Budi D. Sinulingga, M. Si Prof. DR. Parsudi Suparlan eria Yang Dip
bahkan terwujud sebagai sebuah terwujud  sebagai sebuah
kelurahan, dan bukan hunian kelurahan, dan bukan hunian
liar. liar.

b) penghuni pemukiman kumuh | c) penghuni pemukiman kumuh secara
secara sosial dan ekonomi tidak sosial dan ekonomi tidak homogen,
homogen, warganya warganya mempunyai mata
mempunyai mata pencaharian pencaharian dan tingkat pendapatan
dan tingkat pendapatan yang yang beraneka ragam, begitu juga
beraneka ragam, begitu juga asal muasalnya. Dalam masyarakat
asal muasalnya. Dalam pemukiman kumuh juga dikenal
masyarakat pemukiman kumuh adanya pelapisan sosial berdasarkan
juga dikenal adanya pelapisan atas kemampuan ekonomi mereka
sosial berdasarkan atas yang berbeda-beda tersebut
kemampuan ekonomi mereka | €) Secara sosial  terisolasi  dari
yang berbeda-beda tersebut permukiman masyarakat lainnya.

4
Ekonomi : Ekonomi ; Ekonomi : Ekonomi ;
Berpendapatan rendah di bawah Perkampungan tersebut dihuni oleh Sebagian besar warga yang | Perkampungan tersebut dihuni oleh
upah minimum harian rata-rata warga yang berpenghasilan | menempati ~ kawasan kumuh | warga yang berpenghasilan rendah
rendah/berproduksi  subsistem yang berpenghasilan rendah
hidup di bawah garis kemiskinan

Sumber : Hasil Kajian
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Peningkatan mutu lingkungan dalam peremajaan kota, dimaksudkan untuk
tatanan sosial ekonomi di kawasan yang bersangkutan. Dengan demikian tatanan sosial
ekonomi yang baru, dapat lebih mampu menunjang pengembangan wilayah kota lainnya
karena naiknya efektivitas, efisiensi dan produktifitas kawasan tersebut setelah
diremajakan. Jadi peremajaan kota bukan semata-mata diajukan kepada perbaikan
fisiknya saja, tetapi yang utama adalah perbaikan tatanan sosial ekonomi masyarakat."’

1.6.4. Rumusan Variabel.

Rumusan variabel merupakan satu kesatuan dari variabel amatan yang
menjadi sub pokok bahasan sehingga menjadi acuan untuk mengetahui hasil akhir
yang menjadi tujuan penelitian terhadap penentuan prioritas perbaikan
pemukiman kumuh. Dalam perumusan variabel ini akan menetukan suatu
karakteristik maupun hal-hal yang berhubungan dengan penentuan prioritas
perbaikan kumuh.

Rumusan variabel ini didapat dari beberapa referensi yang mendukung
terhadap judul tersebut dan juga dapat dirumuskan beberapa variabel-variabel
seperti yang dijelaskan pada tabel 1.4.

1.7. Metode Penelitian

Metode merupakan sebuah cara pendekatan yang harus dilakukan dalam
kegiatan studi ini untuk mendekati suatu permasalahan serta sekaligus mencari
dan menemukan serta mengungkapkan suatu permasalahan tersebut. Metode
penelitian yang digunakan untuk penentuan prioritas perbaikan pemukiman
kumuh di Perkotaan Kuala Kapuas dengan tinjauan terhadap kualitas pemukiman
sesuai dengan tujuan dan sasaran yang dicapai, dalam studi ini akan dilakukan
berdasarkan tahapan-tahapan berikut. Adapun penjabarannya sebagai berikut :

19 Giswono Yudohusodo,. et.al, Rumah Untuk Seluruh Rakyat, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta
1991, Hal 332



Tabel 1.4.

Rumusan Variabel
Sasaran Variabel Kajian Kriteria Definisi operasional
Penentuan Fisik Kondisi perkerasan jalan Aspal Untuk penilaian kondisi jalan dilihat
kriteria Tanah berdasarkan kualitas bahan yang digunakan,
pemukiman Jembatan Kayu apabila kualitas bahan yang digunakan rendah,
kumuh tidak terawat dan bisa membahayakan
pengguna jalan maka dianggap sesuai dengan
kriteria pemukiman kumuh
Kondisi jaringan drainase Lancar Drainase dinilai berdasarkan kelancaran
Tidak lancar sirkulasi air, jika pada daerah rawa tidak terjadi
pergantian air maka aliran aimya tidak lancar
dan ini menunjukan kualitas lingkungan yang
buruk dan termasuk dalam kriteria pemukiman
kumuh.
Kondisi Bangunan Permanen Kondisi perumahan digolongkan berdasarkan
Semi permanen kualitas bahan yang digunakan, semakin
Temporer banyak bangunan temporer pada satu kawasan
maka dianggap termasuk dalam kriteria kumuh.
Kerapatan/kepadatan Tidak rapat (> 5 meter) Kerapatan/kepadatan  bangunan  termasuk
bangunan Sedang (< 5 meter) dalam kategori kumuh apabila jaraknya
Rapat (berdempetan) berdempetan dan jarak antara rumah yang satu
dengan yang lain hanya berjarak <35 m.
Usia kawasan kumuh Setelah tahun 1990 Umur kawasan sangat berpengaruh terhadap
Antara tahun 1985 — 1990 | kehidupan perkotaan semakin tua umur suatu
Sebelum tahun 1985 kawasan dianggap termasuk dalam kategori
kumuh
Sumber Air Bersih PDAM Dikategorikan masuk dalam kriteria kumuh
Kran umum apabila pelayanan akan air bersih kurang dan
Sungai sebagian besar masyarakat memanfaatkan
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Sasaran Variabel Kajian Kriteria Definisi operasional
Sumur sumur yang tercemar air rawa.

Pembuangan sampah Dibuang ke TPS Semakin banyak warga yang membuang
Dibuang ke  tempat | sampah  disekitar hunian dan  sungai
sampah lalu  diambil | menunjukan rendahnya kesadaran masyarakat
petugas. akan kebersihan lingkungan dan dianggap
Dibakar sesuai dengan kriteria kumuh
Ditumpuk disekitar hunian
Membuang di sungai

Pelayanan listrik Listrik Penilaian berdasarkan minimnya masyarakat
Bukan listrik yang memanfaatkan listrik sebagai sumber

penerangan

Sistem Sanitasi Sanitasi Pribadi Sistem sanitasi dibedakan berdasarkan
MCK penggunaannya yaitu sanitasi pribadi, sungai,
Sungai dan MCK, dikategorikan kumuh apabila

sebagian besar masyarakat memanfaatkan
sungai sebagai tempat pembuangan akhir.

Jarak Lokasi pemukiman <lkm Penilaian jarak lokasi pemukiman kumuh

kumuh dengan pusat 1 km—5km dengan pusat kegiatan ekonomi atau pusat

kegiatan ekonomi atau >5km kegiatan kota berdasarkan pada besarnya jarak
pusat kegiatan kota pencapaian. Semakin dekat jarak pemukiman
kumuh dengan pusat kegiatan kota atau
kegiatan = ekonomi  maka  munculnya

pemukiman kumuh semakin besar.
Sosial Jumlah penduduk dalam <314 jiwa’/ha Jumlah peduduk dikategorikan kumuh apabila
satu wilayah (jiwa/ha) 314 - 343 jiwa/ha dalam satu kawasan penduduk berjumlah lebih

, > 343 jiwa’ha dari 343 jiwa/ha.

Tingkat Pendidikan Perguruan Tinggi Semakin banyak penduduk yang tidak sekolah
Se-tingkat SMU maka kawasan tersebut masuk dalam kategori
Se-tingkat SMP pemukiman kumuh

0s



Sasaran Variabel Kajian Kriteria Definisi operasional
Tingkat SD
Tidak Sekolah.
Mata Pencaharian PNS Akan termasuk dalam kriteria kumuh apabila
Pengangguran dli banyak jumlah penduduk yang tidak bekerja
Ekonomi Pendapatan rendah > Rp 150.000 Semakin rendah tingkat pendapatan masyarakat
Rp. 150.000 — Rp. 500.000 | maka termasuk dalam kriteria pemukiman
Rp. 500.000 — 1 jt kumuh
Rp.>1jt
Penentuan Fisik Kondisi perkerasan jalan Aspal Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
Prioritas Tanah yang banyak terdapat kondisi jalan jembatan
perbaiakan Jembatan Kayu kayu yang tidak terawat dan berlobang. '
pemukiman Kondisi jaringan drainase | - Lancar Perbaikan lebih diprioritaskan untuk kawasan
kumuh Tidak lancar yang aliran airnya tidak lancar.
Kondisi bangunan Permanen Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
Semi permanen yang kondisi bangunannya masih banyak
Temporer terdapat bangunan temporer
Kerapatan/kepadatan Rapat (berdempetan) Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
bangunan Sedang (< 5 meter) dengan kerapatan/kepadatan bangunan yang
Tidak rapat (> 5 meter) sangat tinggi
Usia kawasan kumuh Sebelum tahun 1985 Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
Antara tahun 1985 — 1990 | yang usianya lebih tua.
Setelah tahun 1990
Sumber air bersih PDAM Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
Kran umum dengan pelayanan sumber air bersihnya yang
Sungai kurang terlayani dan tercemar.
Sumur
Pembuangan sampah Dibuang ke TPS Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
Dibuang ke  tempat | yang sebagian besar warganya membuang |
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Sasaran Variabel Kajian Kriteria Definisi operasional
sampah lalu  diambil | sampah di sekitar hunian dan sungai.
petugas.
Dibakar
Ditumpuk disekitar hunian
Membuang di sungai
Pelayanan listrik Listrik Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
Bukan listrik yang pelayan listrik masih kurang
Sistem Sanitasi Sanitasi Pribadi Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
MCK yang sistem sanitasinya masih kurang dan
Sungai masih jauh dari standar kesehatan.
Jarak Lokasi pemukiman <1lkm Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
kumuh dengan pusat 1km-5km yang jaraknya dekat dengan pusat kegiatan
kegiatan ekonomi atau >5km ekonomi atau pusat kegiatan kota
pusat kegiatan kota
Sosial Jumlah penduduk dalam <314 jiwa/ha Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
satu wilayah (jiwa/ha) 314 - 343 jiwa/ha dengan jumlah penduduk terpadat
> 343 jiwa’ha
Tingkat Pendidikan Tingkat SD Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
Se- tingkat SMP yang mayoritas penduduknya tidak sekolah
Se-tingkat SMU
Perguruan tinggi
Tidak sekolah
Mata pencaharian Pengangguran Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
PNS dengan tingkat pengangguran yang tinggi.
ABRI dll
Ekonomi Tingkat Pendapatan > Rp 150.000 Perbaikan lebih diprioritaskan pada kawasan
Masyarakat Rp. 150.000 — Rp. 500.000 | yang sebagian besar warganya berpendapatan

Rp. 500.000 — 1 jt
Rp.> 1 jt

dibawah Rp 150.000/bulan..

Sumber : Hasil Kajian
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Menetapkan kawasan mana yang termasuk dalam kriteria kumuh sesuai dengan
karakteristik perkotaan Kuala Kapuas, oleh karena itu dilakukan proses pemilihan
pemukiman kumuh :

1. Mendapatkan informasi dari pemerintah daerah setempat dalam lingkup
batasan daerah studi (Perkotaan Kuala Kapuas) mengenai pemukiman kumuh
yang akan diteliti sebagai bahan pertimbangan.

2. Melakukan pengamatan langsung terhadap kawasan yang dianggap sebagai
pemukiman kumuh berdasarkan pada kondisi masing-masing pemukiman

3. mengadakan tanya jawab (interview) langsung dengan aparat kecamatan,
kelurahan, RT dan RW untuk memperoleh referensi lokasi pemukiman kumuh

4. Mengelompokan kawasan kumuh yang telah dipilih dengan melihat pada
kondisi pemukiman berdasarkan kriteria pemukiman kumuh yang telah
ditentukan.

1.7.3. Proses pengumpulan data

Dalam pengumpulan data dari studi ini meliputi pengumpulan data primer
dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survey lapangan, penyebaran
kuisioner, wawancara dan pemotretan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari
studi literatur, internet, dan instansi terkait seperti kantor Kecamatan dan
Kelurahan setempat, BAPEDA, BPN dan instansi lainnya yang terkait. Untuk
lebih jelas mengenai penjelasan pengumpulan data primer dan data sekunder
dapat dijabarkan pada sub sub bab berikut :

1.7.3.1. Pengumpulan Data Primer

Cara pengumpulan data primer ini, dilakukan dengan cara survey
lapangan melalui penyebaran daftar kuisioner, wawancara dan pemotretan.
Wawancara dilakukan pada masyarakat, ketua RW, ketua RT atau pada staf
kelurahan setempat. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data
primer adalah:






